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RISALAH RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal . Rabu, 26 November 2025

Tempat . Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.

Acara . 1. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang
Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran
2026.

2. Persetujuan Bersama Wali Kota Yogyakarta dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB
Waktu Selesai Rapat : 15.30 WIB

Pimpinan Rapat

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir

2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir
Peserta

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;

2. Wali Kota Yogyakarta;

3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.
Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur
Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.
e Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan teks
Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.

e Hadirin dimohon berdiri.

e Hadirin disilakan duduk kembali.
RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
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DENGAN ACARA :

1. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Program Pembentukan
Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026;

2. Persetujuan Bersama Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat
Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hatri ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
e Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta,
e Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota
Yogyakarta;
e Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta;
e Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta;

e Yang saya hormati, rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Saudara
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat
Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat
Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal’afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.

- Selesai.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah
dihadiri sebanyak 32 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.
Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini Rabu, 26
November 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

e Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).

Risalah Rapat Paripurna Ke-40 ;
Rabu, 26 November 2025 Pukul 13.00 WIB




» 2329

Agenda pertama rapat paripurna hari ini adalah Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun

Anggaran 2026.

Sebelumnya akan dibacakan terlebih dahulu Laporan Badan Pembentukan Peraturan

Daerah. Untuk itu kepada Juru Bicara Bapemperda disilahkan.

----- LAPORAN BAPEMPERDA-----
(Susanto Dwi Antoro, S.E.)

Terima kasih disampaikan kepada Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang

telah membacakan laporannya.

Selanjutnya akan dibacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan
Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026 dimaksud oleh Saudara Sekretaris DPRD,

disilahkan.

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan

Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,
Dengan memperhatikan laporan Bapemperda dan Rancangan Keputusan DPRD dimaksud,
selanjutnya kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah
Rancangan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun
Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui?
Jawab : Setuju.
e Ketok Palu 1 (satu) kali (X).
Terima kasih.
Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor
urut Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut.
Jawab :
e Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026, diberi Nomor 24
/KEP/DPRD/XI/2025.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Agenda rapat paripurna selanjutnya adalah penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD
Kota Yogyakarta. Namun untuk mengefektifkan rangkaian acara, maka penandatanganan
Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026,
akan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Persetujuan Bersama Wali Kota
Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Yogyakarta Tahun Anggaran 2026.
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Agenda berikutnya adalah Persetujuan Bersama Wali Kota Yogyakarta dan Dewan

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Raperda tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan rangkaian acara sebagai
berikut:

1. Penyampaian Laporan Kesimpulan Badan Anggaran;

2. Permintaan persetujuan secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;

3. Penandatanganan Persetujuan Bersama Wali Kota Yogyakarta dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta.

Untuk kesempatan pertama, berikut akan dibacakan Laporan Kesimpulan Badan Anggaran.

Untuk itu kepada Juru Bicara Badan Anggaran disilahkan.

Terima kasih disampaikan kepada Juru Bicara Badan Anggaran yang telah membacakan
Laporan Kesimpulannya.

Selanjutnya akan dibacakan rancangan Persetujuan Bersama Wali Kota Yogyakarta dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Raperda tersebut.

Kepada Saudara Sekretaris DPRD, disilahkan membacakan Rancangan Persetujuan

Bersama dimaksud.
--PEMBACAAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA --

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan

rancangan persetujuan bersama tersebut.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Dengan memperhatikan laporan Kesimpulan Badan Anggaran dan rancangan persetujuan
bersama tersebut di atas, selanjutnya perlu saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan
yang terhormat, apakah Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dapat disetujui?

Jawab : Setuju.

* Ketok Palu (X).

Terima kasih.

Interupsi oleh Sdr. Krisnadi Setyawan (Fraksi Gerindra)

Interupsi pimpinan. Izin, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum wr.wb.,
Krisnadi Setiawan, anggota Fraksi Gerindra. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada
saya untuk menginterupsi persetujuan ini. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kembali
Walikota Yogyakarta sekira 7 bulan yang lalu saat kita bersama-sama menyaksikan kalau
tidak disebut penggusuran, ya, perpindahan parkir dan pedagang di TKP Abu Bakar Ali ke
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lokasi Menara Kopi. Pada saat itu, saya melihat langsung Pak Walikota, Pak Wakil Walikota,
Sekda, dan juga beberapa kepala OPD menegaskan pemindahan parkir dan pedagang dari
ABA ke Menara Kopi. Setelah 7 bulan baru 1 bulan terakhir ini para pedagang sedikit
bernafas, karena setiap sabtu dan minggu sudah ada bus wisata yang masuk, berarti baru 4
kali 1 minggu. 6 bulan sebelumnya blong.

Saya ucapkan terima kasih pada Pak Walikota, Kepala Dinas dan Kepala Dinas
Perhubungan, yang sedemikian rupa mengatur manajemen lalu lintas sehingga ada bus
wisata yang tetap masuk, bisa masuk di Menara Kopi. Namun yang masih menjadi ganjalan
ada 2 (dua) hal. Yang pertama, masyarakat yang sudah patuh mengikuti aturan Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Pemerintah Walikota Yogyakarta. Dalam hal ini
mengikuti aturan membuka usaha parkir di tempatnya, terutama bus wisata. Namun, ternyata
ada sebagian warga yang lain masih membuka parkir liar bis wisata, terutama di Jalan
Bhayangkara dan beberapa titik di Jalan Mangkubumi. Nabh, ini saya mohon perhatian kalau
memang pihak kepolisian tidak mau menegakkan pro justicia, ya, bagaimana kemudian
pemerintah kota mengambil tindakan atas pelanggaran ini. Yang kedua, selama 7 bulan itu
Pemerintah DIY selalu juga mengatakan bahwa yang ngeyel itu pedagang Menara Kopi yang
selalu ingin ngedep bis, tapi tidak ada intervensi apa pun dari Pemda DIY maupun dari
Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendampingi pedagang.

Saya menunggu dalam pembahasan APBD di Komisi B. Ada usulan kegiatan berupa event
di Menara Kopi, tapi sampai pembahasan di Komisi tidak ada dan terpaksa saya yang
mengusulkan, tapi di pembahasan akhir usulan saya berupa kegiatan event di Menara Kopi
ternyata dicoret, dihilangkan oleh eksekutif. Di komisi saya diamkan karena memang saya
hanya berharap ini adalah kepekaan dari eksekutif. Kalau sampai tidak di anggarkan berarti,
ya kebangeten. Mengapa Kebangetan? ya kita menyaksikan bahkan jadi berita Pak Walikota
menangis menitikkan air mata di TKP Abu Bakar Ali. Nah, saya hanya ingin mau minta
komitmen Pak Walikota, kira-kira tetesan air mata itu terwujud nggak dalam anggaran APBD
2026. Kalau memang tidak bisa diwujudkan karena tipisnya fiskal, ya, saya sangat memohon
bagaimana kemudian dana istimewa DIY yang jadi BKK kota itu bisa dialokasikan untuk
menjadi kegiatan pendongkrak kegiatan ekonomi di Menara Kopi atau dengan CSR BUMD.
Monggo saya serahkan pada kebijakan Pak Walikota, dan saya sangat percaya apa yang
terjadi di Abu Bakar Ali 7 bulan yang lalu, itu memang benar-benar muncul dari hati yang
paling dalam Pak Walikota kesedihan titik air mata itu muncul dari kesedihan yang murni,
sehingga saya tidak akan berburuk sangka kalau itu hanya sinetron atau ASDRAFI pada saat
kita menggusur warga kita sendiri. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya.

Saya mohon maaf. Wassalamu'alaikum wr.wb.

Selanjutnya saya silahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor urut

persetujuan bersama tersebut.
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SEKRETARIS DPRD :

Jawab :

e Persetujuan Bersama Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, diberi nomor :

9 /PB/DPRD/2025
, tanggal 26 November 2025.

9 /PB.YK/100.3.2/X1/2025

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dimaksud, maka agenda selanjutnya
adalah penandatanganan Persetujuan Bersama Wali Kota Yogyakarta dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun
Anggaran 2026 sekaligus penandatanganan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026.

Untuk ketertiban dan kelancaran proses penandatanganan, maka kami persilahkan pembawa

acara untuk memandu jalannya acara.

PEMBAWA ACARA :
Terimakasih.

Penandatanganan Persetujuan Bersama Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026
dan penandatanganan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Tentang Program Pembentukan
Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026.

Kepada yang terhormat Pimpinan DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta dimohon
untuk menempatkan diri, kepada hadirin mohon berkenan berdiri.

----- PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA dan KEPUTUSAN DPRD -----

Penandatanganan Keputusan DPRD dan Persetujuan Bersama telah selesai dilanjutkan
dengan sesi foto bersama Pimpinan DPRD dengan Wali Kota Yogyakarta disilakan.
--- FOTO BERSAMA --

Foto bersama selesai. Yang terhormat Pimpinan DPRD dan Wali Kota Yogyakarta disilakan

untuk kembali ke tempat.
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Acara penandatanganan telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna

Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.

selanjutnya kami haturkan kembali kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan.

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih Saudara Pembawa Acara.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebagai agenda terakhir Rapat Paripurna hari ini adalah penyampaian Pendapat Akhir Wali
Kota Yogyakarta terhadap persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun
Anggaran 2026.

Kepada Wali Kota Yogyakarta disilakan.

--- PENDAPAT AKHIR WALI KOTA YOGYAKARTA ---

Dalam penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota tersebut disampaikan keterangan tambahan di luar
teks pidato, sebagai berikut:

Pimpinan dan sidang paripurna yang terhormat sebelum mengakhiri Sambutan ini kami sampaikan,
terima kasih kepada Badan Anggaran, DPRD Kota Yogyakarta, yang telah melakukan berbagai
upaya agar pembahasan Raperda BPD tahun 2026 berjalan dengan optimal dan pelaksanaan
berjalan secara optimal dan juga ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada semua fraksi dan
juga yang telah menyetujui Raperda ini. Dan tadi ada beberapa masukan dari pak krisnadi Saya
kira kami ucapkan terima kasih atas masukannya dan pemindahan parkir. Dari ABA ke Menara
Kopi penuh perjuangan, dan kemudian juga saya langsung turun karena supaya tidak ada miss.
Jadi, kalau saya mewakilkan kepada siapa-siapa, mungkin bisa terjadi Miss itu. Oleh karena itu,
saya menyempurnakan ikhtiar dengan cara saya langsung turun. Sehingga masalah kecil-kecil saya
tahu. Oleh karena itu, kami terima kasih atas masukannya. Selama ini juga upaya agar dia tidak
membayar tempat itu selama hampir 1 tahun lebih, tidak membayar listrik dan sebagainya. Itu juga
kami ikut perjuangkan karena kalau membayar listrik sebulan, sudah bisa Rp30.000.000,00 oleh
karena itu, kami berjuang untuk itu juga, ya. Sehingga selama ini dia masih bisa kita bantu.
Kemudian, beberapa aspirasi yang diminta juga seperti membuka jalan divider kiita buka. Ya
banyak pihak-pihak juga yang sebetulnya tidak apa tidak setujulah untuk membuka itu. Tapi kami
tetap membuka jalan itu, kemudian termasuk membuat penyeberangan itu juga kami upayakan.
Jadi, banyak hal yang kita lakukan dalam rangka untuk menara kopi agar bisa berjalan dengan baik.
Itu ya, kemudian kalau hal-hal lain yang barangkali, masukan-masukan aspirasi yang belum bisa
masuk di dalam APBD. Saya kira tadi, pak Krisnadi sudah punya ide gagasan yang bagus. Nanti
kita bertanggung jawab dengan cara CSR sampai itu. Saya kira solusi yang baik dari Pak Krisnadi.
Nanti. Kami juga siap untuk mengawal ke sana. Pesan saya, lain kali, kalau ada anggota DPRD
atau siapa pun yang aspirasinya sudah mendekati last minute sudah di rapat kerja tetapi tidak

masuk, tetapi itu penting. Itu saya minta untuk bisa kepada saya langsung, gitu ya.
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Karena kadang-kadang juga kita tidak semua aspirasi itu bisa masuk sampai pada kita, dan tidak
semua bisa dibahas di dalam internal di eksekutif, ya. Meskipun sudah dibahas di rapat kerja. Saya
beberapa kali Pak Sinarbiyat, saya kira juga beberapa kali ke rumah itu, kemudian membisikkan
pada saya. Wabh, ini penting, ini penting. Juga sempat kita akomodir, pak. Jadi, oleh karena itu, saya
kira kita sebagai manusia biasa tidak bisa semua bisa Kita teliti satu persatu. Tapi saya memberikan
ruang kepada Bapak Ibu sekalian, ya, untuk silakan surat kepada saya, ya sak pahit-pahitnya kalau
memang cari saya sulit sekali terpaksa, yakni Open House, Rabu pagi terpaksa kayak tadi pagi.
Mas Fajar itu, ya antri ikut antri open house. Bu Ipung juga ikut open house itu. Ya, saya sangat
menghormati itu. Tapi gimana? Kalau memang rahasia, ya, kayak tadi pagi. Mas Fajar itu kayaknya
agak rahasia terus langsung tidak di open house, geser ke kamar sebelah itu. Tapi karena kamar
sebelah penuh saya geser ke kamar mandi. Tapi itulah kita memberikan kanal seluas-luasnya nanti,
Pak Kusnadi. Kalau seandainya ada ide-ide gagasan yang belum tersampaikan kami dengan senang
Hati untuk bisa menerima kapan pun di Wa pun Saya juga InsyaAllah juga. Pasti ada saja, meskipun
respon terlambat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Dan akhir kata sekali lagi. Kami ucapkan
terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kota Yogyakarta. Untuk kerjasamanya dan kerja
baiknya. Dan semoga kerja keras kita sama dapat membawa hasil optimal untuk Kota Yogyakarta
yang lebih Maju, Sejahtera dan berbudaya, dan semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat
hidayahnya. Pada kita, sesmuanya. Matur nuwun, billahi Taufig. Wal Hidayah Wassalamu'alaikum

wr.wb.

Terima kasih kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah berkenan menyampaikan
Pendapat Akhirnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami
mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna
Dewan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam
memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna
Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

e Ketok Palu (XXX).

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini,
marilah kita berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-
masing.

- Berdoa, mulai.

- Selesai.
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PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.
—-- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI| -—-

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Panpurna DPRD Kota Yogyakarta pada han
ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

& KETUA, SEKRETARIS,

Ty

FXJWISNU SABDONO PUTRO, S H.. MH. ANTONIUS BAMBANG AGUNG A, S|P
NIF. 187106301996031003

Fisalah Rapat Paripura Ke-40
Rabu, 26 Movember 2025 Pukul 13.00 Wig



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.qo.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal . Rabu, 26 November 2025

Tempat . Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.

Acara : 1. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang
Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran
2026.

2. Persetujuan Bersama Wali Kota Yogyakarta dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB
Waktu Selesai Rapat : 15.30 WIB

Pimpinan Rapat :

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir

2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir

3. Triyono Hari Kuncoro Hadir
Peserta

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;

2. Wali Kota Yogyakarta;

3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta,
5. Wartawan.

Hasil Rapat

1. Rapat dipimpin oleh FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. (Ketua DPRD Kota
Yogyakarta) dan dihadiri oleh 32 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rancangan

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026 oleh Sdr. Tri
Waluko Widodo, A.Md.

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026, diberi Nomor
24/KEP/DPRD/XI1/2025.

4. Persetujuan Bersama Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan rangkaian acara sebagai berikut:

1) Penyampaian Laporan Kesimpulan Badan Anggaran;
2) Permintaan persetujuan secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;


mailto:dprd@jogjakota.go.id-Email
mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id
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3) Penandatanganan Persetujuan Bersama Wali Kota Yogyakarta dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

4) Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta.
5. Penyampaian laporan kesimpulan Badan Anggaran oleh Susanto Dwi Antoro, S.E.
6. Interupsi oleh Sdr. Krisnadi Setyawan dari Fraksi Gerindra. |si penyampaian dicatat
dalam risalah.

7. Persetujuan Bersama Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, diberi nomor

9 /PB/IDPRD/2025

, tanggal 26 November 2025.
9 /PB.YK/M00.3.2/Xl/2025

8. Penandatanganan Keputusan DPRD dan Persetujuan Bersama.

8. Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Yogyakarta terhadap persetujuan bersama
atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026,

10.Rapat paripurna ditutup.

flf Pimpinan Rapat
Ketua,

FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.

Mohusan Panpoma K-S0
Fabu, 26 Movernber 2025 Pyied 13.00 WIB




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JI. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 24 November 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1884 Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA
Sifat

Lampiran D Di-

Hal : Rapat Paripurna YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota
Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 26 November 2025.

Pukul : 13.00 WIB — sampai selesai.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
JI. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.

Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :

1. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2026.
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.
Pakaian : - OPD PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang).
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan
menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat
Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.
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SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JI. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 24 November 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1884 Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta
Sifat :

Lampiran D Di-

Hal : Rapat Paripurna YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota
Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 26 November 2025.

Pukul : 13.00 WIB — sampai selesai.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
JI. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.

Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :

1. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2026.
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

\ ToaeEh /s
FX. WISNETSABDONO PUTRO, SH., MH.

SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JI. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 26 November 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1884 Yth. Sdr. Komandan Kodim Yogyakarta
Sifat

Lampiran D Di-

Hal : Rapat Paripurna YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota

Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 26 November 2025.

Pukul : 13.00 WIB — sampai selesai.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
JI. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.

Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :

1. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026,

2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta

Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), TNI/POLRI Menyesuaikan

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

| LT |
.;.:r‘i_r ‘/"-\..

Y :;::;ff::il _|'I J
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SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JI. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 24 November 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1884 Yth. Sdr . Kapolresta Kota Yogyakarta
Sifat : Di-

Lampiran D YOGYAKARTA

Hal : Rapat Paripurna

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota

Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 26 November 2025.

Pukul : 13.00 WIB — sampai selesai.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
JI. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.

Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :

1. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026,

2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta

Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), TNI/POLRI Menyesuaikan

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Fhog i
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FX. vn&ﬁif“s&ﬁi:ﬁﬂa PUTRO, S.H., M.H.

SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JI. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 24 November 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1884 Yth. Sdr . Ketua Pengadilan Negeri
Sifat

Lampiran D Di-

Hal : Rapat Paripurna YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota

Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 26 November 2025.

Pukul : 13.00 WIB — sampai selesai.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
JI. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.

Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :

1. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026,

2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta

Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), TNI/POLRI Menyesuaikan

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.
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SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JI. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 24 November 2025

Nomor : 100.1.4.4 /1884 Yth. Sdr . Kepala Kejaksaan Negeri
Sifat

Lampiran D Di-

Hal : Rapat Paripurna YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota

Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 26 November 2025.

Pukul : 13.00 WIB — sampai selesai.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
JI. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta.

Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :

1. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026,

2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta

Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), TNI/POLRI Menyesuaikan

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.
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SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



FEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
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DAFTAR HADIR
Harn Rabu
Tanggal . 28 Movembar 2025
Waktu C13.00WEe
Tempal Ruang Rapat
Acara 1. Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Program Pembentukan Peraturan Daerah
Tahun Anggaran 2028;
2 Persetujuan Bersama antara Wah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah
Kola Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
| Mo | Sama et |
|
Dr (H.C.)dr. HASTO
WALI K RTA e
- | WaRDOYO, $p.0G (K) AR TORYBIA |
' |
.-—i— —_ ‘
2 "‘S'""Ewhjr:d”*“mw‘"‘“- WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA 2
| ' |
L
;| KODIM 0734 k|
| 4 | ﬂfw | POLRESTA 4 F h I
. |. - . i
i | PENGADILAN NEGER! | &
I
.
B \aﬂ Bl-ﬂ. F‘- KEJAKSAAN NEGER! 8 %



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
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DAFTAR HADIR
Hari ! Rabu
Tanggal 28 November 2025
Waktu 13.00 WIE
Tempat © Ruang Rapat
Acarg 1 Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Program Pembentukan Peraturan Daerah
Tahun Anggaran 2026,
2 Persetujuan Bersama antara Wall Kota Yogyakara dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026,
LEGISLATIF
_ Mo Nama labatan Tanda Tangan et
L | Sdr. FX. Wisnu Sabdona Putro, S.H., MH, Ketua DPRD 1 1
| 2| Sdr. RM. Sinarbiyatnujanat, 5.E. Wakil Ketua Satu DPRD
3 Sadr. Triyono Hari Euncoro \akil Eetua dua DPRO
4 Sdr, H, Danang Rudivatmoke Anpaota DPED
5 | Sdr. Subagye | Anggeta DPRD
] |
] adr. lpung Pur&andar, 5. H Anppaia DPRD
1
| 7. | &dr. Endro Sulaksone Anggata DFRD
[ |
& | 5Or. Susanto Dwi Antoro, 5.E Anggota OPRD
| 9. | sdr Duarimi, 5.1P, Anggota DPRD
10. | Sdr, Sigit Nurcahyo, 5.H, Anggota DPAD
11, | Sdr. Novita Mawar Sharon Anggola DPRD
1. | 5dr. Haryanto, 5.E. Anggota DPRD |
I |
[ 13. | Sdr. Apus Riyanio Anggota DPRD
14. | &dr. Bambang Seno Baskaro, 5.7 Anggota DFRED
153 | 3dr. Yogo Praselyo Prinutomeo Anggota DPRD
16 Sqr. Munazar, M. Psi | Anggeta DPRD
] |
14 | hdr. Muhammad Affan Angpots DPRD
| L8 | 5dr. R, Candra Akbar lshmata, 5.H. Anggola DFRD
1%, | Sdr. Dhian Movitasari, S.Pg, Angpota DPRD
20. | 5dr. Ririk Banowati Permanasari, 5.H Anggota DPRD




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
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DAFTAR HAIIR
Han Rabu
Tanggal 26 Movember 2025
Wakiu 13.00WIB
Tempat Ruang Rapat
Acara 1. Penetapan Keputusan DPRD Kaota Yogyakarta Program Pembentukan Peraturan Daerah
Tahun Anggaran 2026;
2. Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Yogyakaria terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
LEGISLATIF
i Mo | == Hama 3 | labatan -:r__ n  Tapdadangan T ket
[ 21. | sdr. Marweto Hadl, 5.0 | Anggota DPRD '
| 22| sde, krienad Setyawan | Anggota DPRD
23. | Sdr. Sigit Wicaksong, 5.Kom Angpota DPRD
24, | Sdr. Dwi Candra Pulra, 5.P.,M.LP. | Anggota DPRD
25. | Sdr. Oleg Yohan | Anggota DFRD
26 5dr. Cholig Mugroho Adjl | Anggota DPAD
27. ! Sdr. Eko Djoka Widigatng, 5.H,, MH, I. Anggota DPAD
28. Sdr. Solihyl Madi, 5.H,, bY.En, Anggota DPRD
28 Sdr. Cohyo Wibowno, 5.T, |. Anggola DPRD
30 Sdr, Nurcahyo Mugroho angaoin DPRD
| |
31 | Sdr. Miu'adz A A, 5.E., M.E. Anggota DPRD
=¥ Sdr. Fajar Kurniawan, 5.0P Anggoin DPRD
33 | Sdr. Indaruwanta Eko Cahyana Angpota DPRD
34, | Sdr. Affan Backara Patria, 509 Aanggota DPRD
a5 Sdr. Tri Waluko Widodn, A kdd. Angaata DPAD
6. | Sdr. Mohammad Sofyan, 5.7, Anggota DPRD
| Rl
7. | Sdr. H. Setyajl Hermawan Anggota DPARD
3B, | Hdr. Agus Trednto Anggoia DPFRO
[
El: ) Sdr. Taufig Setiawan, 5.5n, Anggoia DPRD
|iﬂ|. Sdr. | Dewa Putu Adhi Yogana, 5.5. Anggota BPRD




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
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LAPORAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KOTA YOGYAKARTA
TENTANG RANCANGAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Assalamualaikum Wr.Wh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Wali Kota Yogvakarta dan Wakil Wali kota Yogvakana;

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat Paripurna Dewan dan seluruh Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Yogyakarta;

Yang kami hormati, Unsur Forum Koordinasi Fimpinan Daerah hota
Yomakarta;

Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap Pejabat
Eksekutif Pemerintah Kota Yogvakarta;

Yang kami hormati, rekan-rekan Wartawan, serta hadirin sekalian vang

berbahagia.

Pertama-tama puji svukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidavah-Nva pada kesempatan ini kita

dapat menghadiri Rapar Paripuma Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota
Yogvakarta dalam keadaan sehat wal afi'at

Selanjutnya kami ucapkan terima Kasih kepada Ketua Rapat Paripuma Dewan
vang telah memberikan waktu kepada kami selaku Juru Bicara Bapemperda
untuk menyampaikan Laporan hasil rapat dalam rangka penvusunan
Propemperda Tahun Anggaran 2026 kepada Rapat Paripurna Dewan vang
terhormat.

Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Anggota
Bapemperda dan Pejabat Eksekutifl terkait, vang secara intensif bersama-sama
telah melakukan pembahasan dalam rangka penyusunan Propemperda Tahun
Anggaran 2026, hingga selesai dan memperoleh kesepakatan.




Rapat Paripurna Dewan yvang kami hormati,

Berdasarkan hasil rapat kerja antara Bapemperda bersama unsur Pemerintah

Kota Yogvakarta vang diwakili oleh Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta dan

beberapa OUrganisasi Perangkat [laerah vang terkait dalam rangka penvusunan
rancangan Propemperda Tahun Anggaran 2026, dapat kami sampaikan hal-hal
sebagal benikut:

¥

Penyusunan Propemperda Tahun Anggaran 2026 memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a. Skala prioritas permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti dengan
pembentukan peraturan daerah, antara lain:
- Sebagai tindak lanjut peraturan perundang-undangan di atasnya; dan
- Kebutuhan daerah.
b. Kesiapan Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah
¢. Realisasi pelaksanaan Propemperda Tahun Anggaran 2025,
Menyepakati dan mengusulkan rancangan Propemperda Tahun Anggaran
2026 yang memuat Raperda vang akan dibahas pada Tahun Anggaran 2026
sebanvak 14 {empat belas| Raperda, termasuk Raperda APBD. Dari 14
(empar belas] Raperda tersebut, 6 (enam|) Raperda merupakan prakarsa Wali
Kota, 5 (lima] Raperda merupakan prakarsa DPRD, dan 3 {tiga] Raperda
Rumulatif Terbuka terkait APSD. Adapun 14 (empat belas) Raperda tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Eaperda Prakarsa Wali Kota:
1] Raperda tentang Penyelenggaraan Transformasi Driginal,
2} Raperda tentang Jaminan Sosial;
4] Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:
4] Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok:
3] Raperda tentang Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Tahun 2025 - 2055; dan
6) Raperda tentang Penvertaan Modal BPD DIy
b. Raperda Prakarsa DPRD:
1] Raperda tentang Penvelenggaraan Perlindungan Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan:
2] Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik:
3] Raperda tentang Pemberian Kemudahan, Perlind ungan, dan
Pemberdayaan Usaha Mikro.
4] Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah:
a) Raperda tentang Kota Lavak Anak;

2




¢, Raperda Kumulatif Terbuka:
1) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2025,
2) Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,
3] Raperda tentang APBIY Tahun Anggaran 2027.

Rapat Paripurna Dewan vang ternormat,

Demikian Laporan Bapemperda terkait pembahagan dan  penvusunan
rancangan Propemperda Tahun Anggaran 2026,

Selanjutnva kami berharap rancangan Propemperda Tahun Anggaran 2026

dimaksud dapat disetujui rapat paripurna Dewan dan dapat ditetapkan dengan
keputusan DPRD Kota Yogvakarta,

Selaku Juru Bicara Bapemperda kami mohon maal apabila di dalam
menvampaikan Laporan ini terdapat hal-hal vang kurang berkenan di hat
hadirin sekalian.

Sekian, dan tenima kasih atas perhatiannva,
Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

Yogvakarta,1b Novppwe, 2025

Bapemperda DPRD Kota Yogyvakarta,
He_tui_\‘l Wakil Ketua
(”\x . 4 {
9 I_- " / I .. ' A’
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LAPORAN KESIMPULAN BADAN ANGGARAN
TERHADAP
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Wali Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati,

Ketua Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Dewan,

Yang kami hormati,

Segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati,
Segenap Pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta, rekan-rekan Wartawan serta

hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT.,
Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita
dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afi’at.

Selanjutnya kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada Ketua Rapat
Paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami selaku Juru Bicara
Badan Anggaran untuk melaporkan Kesimpulan Badan Anggaran terhadap
pembahasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat

Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Anggota Badan
Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah memberikan

kontribusi masukan sebagai bahan pembahasan raperda tersebut.


mailto:dprd@jogjakota.go.id
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Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Memperhatikan :

1.

Pengantar Walikota Yogyakarta atas Raperda tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan
pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta tanggal 12 September
2025;

Pendapat, usul, saran dan pertimbangan yang disampaikan oleh Fraksi-
fraksi dalam Pemandangan Umum pada Rapat Paripurna DPRD Kota

Yogyakarta tanggal 5 November 2025;

. Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan pada tanggal 5

November 2025

. Jawaban Walikota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang

disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta tanggal 17
November 2025; dan

Hasil rapat-rapat pembahasan Raperda yang dilakukan oleh Badan
Anggaran, baik yang dilakukan secara internal maupun bersama Tim

Anggaran Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Badan Anggaran menyampaikan, Komposisi Rancangan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah melalui pembahasan

antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan telah

disepakati susunan perangkaannya, namun perlu disampaikan beberapa

catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

a. Kesesuaian kebijakan APBD dengan prioritas pembangunan dan target
RPJMD :
Dalam Nota Keuangan Raperda APBD TA 2026 disampaikan bahwa
Prioritas Pembangunan tahun 2026 yaitu:
1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia,;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan
yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan
Publik.
Rancangan APBD (RAPBD) 2026 Kota Yogyakarta secara umum telah
selaras dengan prioritas pembangunan dan target RPJMD. Alokasi
anggaran menunjukkan fokus pada penguatan kualitas SDM (pendidikan

dan kesehatan (terlihat dari alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan &



Dinas Kesehatan yang signifikan), pemulihan ekonomi lewat UMKM dan
ekonomi kreatif, serta digitalisasi tata kelola pemerintahan. Namun,
proporsi belanja modal relatif kecil untuk mendukung infrastruktur
jangka panjang. Selain itu diperlukan pula penguatan alokasi khusus di
bidang lingkungan hidup serta program pemberdayaan UMKM agar

terintegrasi dengan pemasaran digital dan akses pembiayaan.

b. Dari sisi pendapatan:
target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.
989.691.264.835 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar
enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat
ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)
PAD ini terdiri dari :

1. Pajak Daerah Rp 705.564.801.395,00 ( Tujuh ratus lima milyar
lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus satu ribu tiga
ratus sembilan puluh lima rupiah)

2. Retribusi Daerah Rp 78.646.175.965,00 (Tujuh Puluh delapan
milyar enam ratus enam juta serratus tujuh puluh lima ribu
sembilan ratus enam puluh lima rupiah)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp
36.333.964.462,00( Tiga puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh
tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam
puluh dua rupiah)

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  yang Sah Rp
169.146.323.013,00 (Seratus enam puluh sembilan milyar seratus
empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga belas
rupiah)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa :

1. Sebagian besar PAD berasal dari pajak daerah, namun masih
banyak permasalahan yang dihadapi terkait kepatuhan
pajak/retribusi. Selain itu permasalahan pengelolaan aset daerah
juga belum optimal dan sistem administrasi pajak yang masih
perlu penguatan.

2. Proyeksi pendapatan dianggap realistis namun memerlukan

penguatan pengawasan lapangan.



Terkait pendapatan, Badan Anggaran memberikan rekomendasi agar
Pemerintah Kota Yogyakarta dapat secara lebih konkrit :

1. Percepat penguatan compliance & database wajib pajak melalui
integrasi data, e-billing/regtech, mobile payment, dan pelayanan
keliling. Fokus pada sektor pariwisata, properti, papan reklame,
parkir, hotel/akomodasi.

2. Monetisasi aset dengan melaksanakan audit aset & business case
profesional untuk aset berpotensi (termasuk evaluasi penyertaan
modal BUMD).

3. Koordinasi intensif dengan provinsi/pusat untuk memitigasi
ketidakpastian transfer (penguatan validasi data dan pengajuan

program DAK yang kompetitif).

c. Dari sisi belanja, belanja daerah sejumlah Rp1.889.654.853.178 (satu
triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus lima
puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh
delapan).

Terkait belanja, Badan Anggaran menyampaikan catatan :

1. Belanja biopori jumbo agar menjadi catatan untuk dicermati
penganggarannya.

2. Pengadaan mobil derek agar menjadi prioritas pada belanja
mengingat banyaknya parkir liar yang menyebabkan kemacetan
khususnya di ruas-ruas jalan Malioboro.

Terhadap catatan atas belanja daerah, Badan Anggaran memberikan
rekomendasi agar Pemerintah Kota Yogyakarta :

1. Belanja daerah harus direncanakan dan dilaksanakan dengan
lebih efisien dan produktif (termasuk belanja untuk peningkatan
layanan publik, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan
pengentasan kemiskinan).

2. Perlu dilakukan optimalisasi belanja pegawai.

3. Prioritas belanja barang digunakan untuk mendukung program
pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan daya beli
masyarakat, serta mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem.

4. Penguatan pengawasan internal OPD terkait penggunaan belanja

modal.



5. Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp68.300.777.825,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus juta tujuh
ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
Terhadap struktur pembiayaan, Badan Anggaran memberikan catatan
sebagai berikut :

a. Rencana menggunakan SiLPA untuk menutup defisit menandakan
ruang fiskal operasional yang rendah.

b. Penggunaan SiLPA sebaiknya lebih diarahkan pada investasi
strategis atau pembentukan dana cadangan ketimbang menutupi
defisit operasi berulang.

c. Sebagian SiLPA bukan murni surplus tetapi kegiatan tidak
terlaksanakan (carry-over).

Terhadap catatan tersebut disampaikan rekomendasi agar Pemerintah
Kota Yogyakarta menghindari penggunaan SiLPA untuk menutup
pengeluaran operasi berulang. Alokasikan SiLPA untuk belanja modal
produktif, penyertaan modal BUMD yang terencana dengan business
case, atau pembentukan dana cadangan bencana/infrastruktur.

6. Selanjutnya, dalam pelaksanaan APBD TA 2026, Badan Anggaran DPRD
Kota Yogyakarta mendorong agar Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan
langkah-langkah konkrit antara lain :

a. Memastikan keselarasan antara program OPD dengan indikator
kinerja RPJMD dan prioritas pembangunan daerah;

b. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan yang lebih
terukur agar serapan anggaran optimal;

c. Menyusun peta jalan peningkatan PAD berbasis digitalisasi dan
kepatuhan pajak;

d. Memperkuat peran BUMD dalam penyediaan layanan publik dan
kontribusi laba daerah.

e. Peningkatan transparansi melalui publikasi informasi anggaran di
kanal digital pemerintah.

f. Evaluasi menyeluruh terhadap program dengan outcome rendah

pada tahun sebelumnya.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Badan Anggaran

berpendapat :



Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, layak disetujui untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah, adapun Rancangan Peraturan Daerah tersebut

adalah sebagaimana terlampir.

Demikian laporan kesimpulan Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta
terhadap pembahasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selaku juru bicara Badan Anggaran, kami mohon maaf apabila dalam

menyampaikan laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.
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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYARARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 24 /KEP/DPRD/X1/2025

TENTANG

PROGRAM PEMDBENTUKAN PERATURAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

Mengingat

-
-

= H.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja. menjadi  Undang-Undang, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun
Anggaran 2026;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang
Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun
Anggaran 2025;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota
Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor T058);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Yogyvakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyvakarta Nomor 1
Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

: Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran
2026

: Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun
Anggaran 2026.

: Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran
2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

. heputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 November 2025




A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2026

LAMPIERAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

YOGYAKARTA

NOMOR 24,/KEP/DPRD/XI /2025

TENTANG
FROGRAM

ANGGARAN 2026

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN

Target
Status Disertai Perangkat | Penyampaia
No Judul Materi Pokok Pemrakarsa K dnm] h / EIW
Perubah | Naskah | Keterangan paten
Baru = Akademik | Penjelasan Kota Terkait | Evaluasi/
1. | Penyelenggaran |l. Pemerintah Kota harus| V v DISKOMINFOSAN BAFFEDA TW I
Transformasi segera memiliki regulasi
Digital baru yang memayungi

transformasi digital
secara menyveluruh.

. Transformasi digital
mencakup lavanan
pemerintahan,

pengelolaan data, smart
city, informasi publik,
dan ekosistem digital.

. Perda ini harus sejalan

dengan regulasi
nasional (seperti SFBE
dan Satu Data

Indonesia) dan prinsip
partisipatif.

. Dibutuhkan kolaborasi

lintas sektor
(pemerintah,

masyarakat, akademisi,
swasta) dalam

implementasinya.




Penyelenggaraan

Program
Jaminan Sosial

. Perlindungan dasar bagi

seluruh pekerja atas
risiko sosial ekonomi
vang mungkin terjadi
dalam hubungan kena
dan aktivitas ekonomi
lainnya.

. Peran pemerintah

daerah dalam
mendukung dan
mendorong  perluasan
kepesertaan  jaminan
sosial ketenagakerjaan.

. Keadilan dan

inklusivitas, bagi
pekerja sektor informal
dan rentan.

. Sinergi antar

pemerintah daerah,
pemberi kerja,
organisasi pekerja, dan
BPJS Ketenagakerjaan,

. kepatuhan

penyelenggaraan
program jaminan sosial
ketenagakerjaan.

DINSOSNAKERTR
ANS

« DP3AP2ZKB
= BPKAD

= BAPPEDA
» DPUPKP

TW I

Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

. Menindaklanjuti Pasal

105 Peraturan
Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang
Milik  Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan
Barang Milik
Negara/Daerah

BPKAD

BAGIAN
FPEREKONOM
IAN DAN
KERJA SAMA

TW 11




2. Tindak Lnut dari MCP

KFK

Merupakan

penyesuaian terhadap
Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2024 tentang
Perubahan atas
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 Tentang
Pedoman  Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Kawasan Tanpa| l. Menindaklanjuti Vv Vv DINKES SATPOL PP TW 11

Rokok ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 28
Tahun 2024 tentang
Peraturan
Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang
Kesehatan

2. Memberikan
perlindungan hak
untuk mendapatkan
kualitas udara dan

lingkungan yang
bersih dan  sehat
dalam rangka

mewujudkan hak
asasi manusia di
bidang kesehatan




Rencana
Pelindungan dan

Pengelolaan
Lingkungan
Hidup Tahun
2025-2055

. Menindaklanjuti

ketentuan  Pasal 10
Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup sebagaimana
telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja

. RPPLH sebagai salah

satu upaya  untuk
menyelaraskan
pembangunan dengan
kemampun daya
dukung dan dava
tampung dalam
kerangka pembangunan
berkelanjutan

. Penyusunan RPPLH

digunakan sebagai

pertimbangan dalam
penyusunan RTRW dan
rencana sektor.

DLH

BAPPEDA

TW III

Penambahan
Penvertaan
Modal
Pemerintah
Daerah pada
Perseroan
Terbatas Bank
Pembangunan
Daerah Daerah

. Menindaklanjuti Pasal

21 ayat (5) PP 54 Taun
2017 tentang BUMD

. Menindaklanjuti

Peraturan Daerah
Istimewa  Yogyvakarta
Nomor 7 Tahun 2024
tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan
Daerah Daerah

BAGIAN
PEREKONOMIAN
DAN KERJA
SAMA

« BPKAD
= BAPPEDA

TW I




Istimewa
Yogyakarta

Istimewa  Yogyvakarta
Nomor 5 Tahun 2013
Tentang Penyertaan
Modal Daerah Pada
Badan Usaha Milik
Daerah dan Perseroan
Terbatas Asuransi
Bangun Askrida,
sehingga perlu
dilakukan penyesuaian
penyertaan modal

Kota Layak Anak

. Dengan dilakukan

penyesuain terhadap
dinamika peraturan

perundang-undangan.

. mengakomodir

masukan dari
verifikator
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
serta hasil analisis
dari Perangkat Daerah
terkait.

. Memuat pengaturan

yvang sesuai dengan
kebutuhan
masyarakat maupun
kondisi khusus di Kota
Yogvakarta,

DPRD
(Komisi )

« DP3APZKB

TW 1

Penyelenggaraan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak Korban
kekerasan

, Memberikan jaminan

atas perlindungan dari
kekerasan ini adalah
karena perempuan
dan anak merupakan
kelompok vang rentan

DPRD
{Bapemperda)

= DP3AP2ZKB

TW I




menjadi korban
kekerasan maupun
berbagal bentuk
eksploitasi lainnya.

. Setiap perempuan dan

anak perlu dibenkan
perlindungan harga
diri dan martabatnya
dari segala bentuk
kekerasan,
penviksaan,
diskriminasi, dan
perlakuan vang
merendahkan derajat
martabat manusia

maupun melanggar

hal asasi manusia.

Penyelenggaraan
Inovasi Daerah

. Menjamin kepastian

hukum, memperkuat
kebijakan inovasi
secara kelembagaan.

. Membangun sistem

inovasi yang
berkelanjutan di
lingkungan
pemerintah dan
masyarakat.

. Membangun struktur

kelembagaan dalam
pengelolaan inovasi
yang dimana masih
bersifat sektoral dan
belum terintegrasi
dalam kerangka
kebijakan nasional
yvang holistik.

DPRED
(Komisi C)

s Bappeda

TW 11
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Keterbukaan
Informasi Publik

. Menjamin hak

masyarakat atas
informasi, memberikan
kepastian hukum bag)
badan publik,
mendorong
transparansi dan
akuntabilitas
pemerintahan, serta
memperkuat
partisipasi

masyarakat.

. Dapat membangun

sistem informasi
publik yang inklusif,
adaptif, dan
demokratis, sekaligus
memperteguh peran
Yogyakarta sebagai
kota berorientasi pada
pelayanan publik yang
berkualitas,

. Memberikan

kesempatan kepada
setiap badan publik
untuk memenuhi
kewajibannya dalam
meningkatkan
pelayanan informasi
dan dapat membuka
akses atas informasi
publik tanpa perlu
mengajukan
permohonan.

DPRD
(Komisi A)

s Diskominfo
san

TW 11

11

Pemberian
Kemudahan,
Perlindungan
Dan

. Usaha mikro

merupakan bagian

integral ekonomi
kerakyatan yang

DPRD
(Komisi B)

s Disperinkop
UKM

TW III




Pemberdayaan
Usaha Mikro

mempunyai
kedudukan, peran,
dan potensi strategis
untuk mewujudkan
struktur
perekonomian daerah

. Mengatur terkait

dengan kemudahan
usaha mikro, perizinan
usaha berbasis risiko,
pelindungan usaha
mikro, dan
pemberdayaan usaha
mikro.

. Dapat memberikan

kemudahan,
pelindungan, dan
pemberdayaan bagi
Usaha Mikro,
mendorong adanya
kreativitas dan inovasi
Usaha Mikro,
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat melalui
pertumbuhan ekonomi
dan pengurangan
tingkat kemiskinan.




B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA 2026

Status Disertai Perangkat ,.“W,mp.m
No Judul Masert Pemrakarsa /Fasilitasi/
Pokok Kabupaten/
Perubal Naskah Heterangan Kota Terkait Evaluasi/
Baru Akademik | Penjelasan Persetujuan
Pertanggungjawaban _
1. | Anggaran Pendapatan dan Wali Kota TW II
Belanja Daerah TA. 2025
Anggaran Pendapatan dan
2. | Belanja Daerah Perubahan Wali Kota TW Il
TA. 2026
Anggaran Pendapatan dan | wali K TW IV
e Belanja Daerah TA. 2027 ali Kota

..._‘_ .k

e/
18NU SABDONO PUTRO

il



BERITA ACARA

NOMOR : 9/PB/DPRD/2025
NOMOR : 9/PB.YK/100.3.2/XI/2025

PERSETUJUAN BERSAMA
WALI KOTA YOGYAKARTA
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan November, tahun dua rnibu dua
puluh lima (26-11-2025), bertempat di Yogyakarta, dalam acara Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami @
1 HASTO WARDOYO : Wali Kota Yogyakarta, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kota Yogyvakarta yang beralamat di Jin.
kKenan 56 Yogvakarta, selanjutnya discbut
sebagai PIHAK PERTAMA
< a FA WISNU SABDONO PUTRO : Ketua DPRD Kota Yogyakarta
b. RM. SINARBIYATNUJANAT ¢ Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta
¢. TRIYONO HARI KUNCORO i Wakil Ketua DPRD Kota Yopvakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut
schagai PIHAK KEDUA.
Menyatakan bahwa :
1.PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian

dan perubahan scbagaimana tertuang pada catatan dan rekomendasi yang
terlampir Berita Acara ini.

2.PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan

Raperda scbagaimana tertuang pada catatan dan rekomendasi yang terlampir
Berita Acara ini.

J.Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas
rancangan peraturan daerah selaras dengan penyesuaian dan perubahan
scbagaimana tertuang pada catatan dan rekomendasi terlampir Berita Acara ini
sclambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani
Berita Acara ini.



LAMPIRAN I
PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAN WALI
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 9/PB/DPRD/2025
9/PB.YK/100.32/X1/2025

TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2026

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dapat disepakati dengan
beberapa catatan dan rekomendasi sebagai berikut :
a. Kesesuaian kebijakan APBD dengan prioritas pembangunan dan target
RPJMD :
Dalam Nota Keuangan Kaperda APBD TA 2026 disampaikan bahwa
Prioritas Pembangunan tahun 2026 yaitu:
1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan
Lingkungan vang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan
Publik.
Rancangan APBD (RAPBD)] 2026 Kota Yogyakarta secara umum telah
selaras dengan prioritas pembangunan dan target RPJMD. Alokasi
anggaran menunjukkan fokus pada penguatan kualitas SDM
(pendidikan dan kesehatan (terlihat dari alokasi anggaran untuk Dinas
Pendidikan & Dinas Kesehatan yang signifikan), pemulihan ekonomi
lewat UMKM dan ekonomi kreatif, serta digitalisasi tata kelola
pemerintahan. Namun, proporsi belanja modal relatif kecil untuk
mendukung infrastrukiur jangka panjang. Selain itu diperlukan pula
penguatan alokasi khusus di bidang lingkungan hidup serta program
pemberdayaan UMKM agar terintegrasi dengan pemasaran digital dan
akses pembiayaan.

b. Dar sisi pendapatan:
target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 scbesar Rp.
989.691.264.835 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar
enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat
ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)
PAD ini terdiri dan :
1. Pajak Daerah Rp 705.564.801.395,00 | Tujuh ratus lima milyar
lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus satu ribu tiga
ratus sembilan puluh lima rupiah)




2. Retribusi Daerah Rp 78.646.175.965,00 [Tujuh Puluh delapan
milvar enam ratus enam juta serratus tujuh puluh lima ribu
sembilan ratus enam puluh lima rupiah)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp
36.333.964.462,00( Tiga puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh
tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus
enam puluh dua rupiah)

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp
169.146.323.013,00 (Seratus enam puluh sembilan milyar
seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu
tiga belas rupiah)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa :

1. Sebagian besar PAD berasal dari pajak daerah, namun masih
banyak permasalahan yang dihadapi terkait kepatuhan
pajak/retribusi. Selain itu permasalahan pengelolaan aset
daerah juga belum optimal dan sistem administrasi pajak vang
masih perlu penguatan.

2. Proyeksi pendapatan dianggap realistis namun memerlukan
penguatan pengawasan lapangan.

Terkait pendapatan, Badan Anggaran memberikan rekomendasi agar
Pemerintah Kota Yogyakarta dapat secara lebih konkrit :

1. Percepat penguatan compliance & database wajib pajak melalui
integrasi data, e-billing/ regtech, mobile payment, dan pelayanan
keliling. Fokus pada sektor pariwisata, properti, papan reklame,
parkir, hotel/akomodasi.

2. Monectisasi aset dengan melaksanakan audit aset & business
case profesional untuk aset berpotensi (termasuk evaluasi
penyertaan modal BUMD).

3. Koordinasi intensif dengan provinsi/pusat untuk memitigasi
ketidakpastian transfer (penguatan validasi data dan pengajuan
program DAK vang kompetitif].

c. Dan sisi belanja, belanja daerah sejumlah Rpl.889.654.853.178 (satu
triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus lima
puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh
puluh delapan).

Terkait belanja, Badan Anggaran menyampaikan catatan :
1. Belanja biopori jumbo agar menjadi catatan untuk dicermati
penganggarannya.




d. Pengadaon mobil derek agar menjadi prioritas pada belanja
mengingat banyaknya parkir liar yang menyebabkan kemacetan
khususnya di ruas-ruas jalan Malioboro.

Terhadap catatan atas belanja daerah, Badan Anggaran memberikan
rekomendasi agar Pemerintah Kota Yogyakarta :

1. Belanja daerah harus direncanakan dan dilaksanakan dengan
lebih efisien dan produktif (termasuk belanja untuk peningkatan
layanan publik, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan
pengentasan kemiskinan).

2. Perlu dilakukan optimalisasi belanja pegawai.

3. Prioritas belanja barang digunakan untuk mendukung program
pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan daya beli
masyarakat, serta mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem.

4. Penguatan pengawasan internal OPD terkait penggunaan belanja
modal.

Dari  sisi pembiayaan, penerimaan pembiavaan sejumlah
Rp68.300.777.825,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus juta tujuh
ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
Terhadap struktur pembiayaan, Badan Anggaran memberikan catatan
sebagai berikut :

a. Rencana  menggunakan SiLPA  untuk  menutup  defisit
menandakan ruang fiskal operasional yang rendah.

b. Penggunaan SiLPA sebaiknya lebih diarahkan pada investasi
strategis atau pembentukan dana cadangan ketimbang menutupi
defisit operasi berulang.

c. Sebagian SiLPA bukan murni surplus tetapi kegiatan tidak
terlaksanakan fcarry-over),

Terhadap catatan tersebut disampaikan rekomendasi agar Pemerintah
Kota Yogyakarta menghindari penggunaan SiLPA untuk menutup
pengeluaran operasi berulang. Alokasikan SiLPA untuk belanja modal
produktif, penyertaan modal BUMD yang terencana dengan business
case, atau pembentukan dana cadangan bencana/infrastruktur.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan APBD TA 2026, Badan
Anggaran DPRD Kota Yogyakarta mendorong agar Pemerintah Kota
Yogyakarta melakukan langkah-langkah konkrit antara lain :

a. Memastikan keselarasan antara program OPD dengan indikator
kinerja RPJMD dan prioritas pembangunan daerah:

b. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan yang lebih
teruikur agar serapan anggaran optimal:

¢. Menyusun peta jalan peningkatan PAD berbasis digitalisasi dan




4, PIHAK PERTAMA akan menyvampaikan kepada Gubernur untuk mendapat
pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) harl kerja setelah ditandatangani Berita
Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan achagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 November 2025
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d. Memperlkuat peran BUMD dalam penyediaan layanan publik dan
kontribusi laba daerah.

e. Peningkatan transparansi melalui publikasi informasi anggaran
di kanal digital pemerintah.

f. Evaluasi menyeluruh terhadap program dengan culcome rendah
pada tahun sebelumnya.
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4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat
pengesahan sclambat-lambatnya 3 (liga) hari kerja setelah ditandatangani Berita
Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 {dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyvakarta, 26 November 2025
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d. Memperkuat peran BUMD dalam penyediaan layanan publik dan
kontribusi laba daerah.

e. Peningkatan transparansi melalui publikasi informasi anggaran
di kanal digital pemerintah.

f. Evaluasi menyeluruh terhadap program dengan outcome rendah
pada tahun sebelumnya.
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Menimbang

Mengingat

WALIKOTA YOGYAKARTA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA YOGYAKARTA,

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota
Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang serta Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 104 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia.svg

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan

c. Pembiayaan Daerah.

(2) APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp1.889.654.853.178,00 (satu

triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh
empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp 1.821.354.075.353,00
b. Belanja Daerah Rp 1.889.654.853.178,00
Defisit Rp (68.300.777.825,00)
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 68.300.777.825,00
2. Pengeluaran Rp 0,00
Pembiayaan Netto Rp 68.300.777.825,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00



Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.821.354.075.353,00 (satu
triliun delapan ratus dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta
tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

pendapatan asli Daerah;
pendapatan transfer; dan

lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp989.691.264.835,00 (sembilan ratus delapan
puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam
puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp705.564.801.395,00 (twjuh ratus lima miliar lima ratus enam
puluh empat juta delapan ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima
rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp78.646.175.965,00 (tujuh puluh delapan miliar
enam ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan
ratus enam puluh lima rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1) huruf ¢  direncanakan  sebesar
Rp36.333.964.462,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta
sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp169.146.323.013,00 (seratus
enam puluh sembilan miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua
puluh tiga ribu tiga belas rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp831.662.810.518,00 (delapan ratus tiga puluh
satu miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu lima
ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp740.980.547.000,00 (tujuh ratus empat
puluh miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tujuh
ribu rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp90.682.263.518,00 (sembilan puluh miliar
enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima
ratus delapan belas rupiah).



Pasal 6

Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar
Rp.1.889.654.853.178,00 (dua satu triliun delapan ratus delapan puluh
sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga
ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan

belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rpl.771.347.127.455,00 (satu triliun tujuh ratus
tujuh puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh
puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;

d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp803.251.355.929,00 (delapan ratus tiga miliar dua
ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua
puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp872.119.570.522,00 (delapan ratus tujuh puluh
dua miliar seratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus
dua puluh dua rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp80.781.051.004,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus delapan
puluh satu juta lima puluh satu ribu empat rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp15.195.150.000,00 (lima belas miliar seratus
sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).



Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp98.222.086.186,00 (sembilan puluh delapan miliar
dua ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu seratus delapan
puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya;

f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp5.985.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus
delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp23.237.316.876,00 (dua puluh tiga miliar
dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus
tujuh puluh enam rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp37.082.517.835,00 (tiga puluh tujuh miliar
delapan puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh
lima rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.865.448.681,00 (dua puluh
enam miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh
delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp4.465.802.794,00 (empat miliar empat
ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus sembilan
puluh empat rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp585.500.000,00 (lima ratus delapan puluh lima
juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp16.046.698.710,00 (enam belas miliar empat puluh
enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp4.038.940.827,00 (empat miliar tiga puluh delapan
juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah),
yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp4.038.940.827,00 (empat miliar tiga puluh delapan
juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).



Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar
Rp68.300.777.825,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus juta tujuh ratus
tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

penerimaan Pembiayaan; dan
pengeluaran Pembiayaan.
Pasal 13

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp68.300.777.825,00 (enam puluh delapan
miliar tiga ratus juta tujuh ratus twjuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua
puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

d

penerimaan pinjaman Daerah;

®

penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan

=

penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp
68.300.777.825,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus juta tujuh ratus
tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan;
penyertaan modal Daerah;
pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

pemberian pinjaman Daerah; dan

o oo o

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp68.300.777.825,00)
(minus enam puluh delapan miliar tiga ratus juta tujuh ratus tujuh puluh
tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan
terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar
Rp68.300.777.825,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus juta tujuh ratus
tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini.

Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya
dimasukan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian
luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.



Pasal 17

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran yang terdiri atas:

1.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
Pemerintahan Daerah dan organisasi;

rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil
dan sub kegiatan beserta sub keluaran;

rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

rekapitulasi belanja Standar

Pelayanan Minimal;

untuk pemenuhan

sinkronisasi program pada rencana pembangunan
jangka menengah Daerah (RPJMD)/Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) dengan APBD;

sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada
rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan
plafon anggaran sementara dengan Peraturan Daerah
tentang APBD;

sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas
Provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
daftar piutang Daerah;

daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah
lainnya;

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lain-lain;

daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran yang direncanakan;

daftar dana cadangan; dan

daftar pinjaman Daerah,

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA ( , / )
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

UMUM

APBD merupakan penjabaran rencana kerja penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dalam satuan moneter untuk kurun waktu satu
tahun, yang merupakan perwujudan upaya Pemerintah Daerah
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melayani dan
memenuhi kebutuhan masyarakat. APBD menggambarkan kondisi
keuangan berupa informasi pendapatan, belanja dan Pembiayaan. Secara
singkat dapat dinyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan
yang menyatakan berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa besar
serta bagaimana cara memperoleh sumber daya untuk mendanai rencana
tersebut. Pada dasarnya APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,

pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas.

APBD juga merupakan salah satu alat ekonomi penting yang dimiliki
oleh Pemerintah Daerah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan
ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dengan APBD, Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi
kondisi perekonomian Daerah, terutama dalam rangka mendorong peran
yang lebih besar pada swasta dan masyarakat dalam rangka pertumbuhan
ekonomi Daerah. Pada situasi tertentu APBD dapat memberikan peran
sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pada situasi lainnya APBD

dapat berperan sebagai pengendali aktivitas perekonomian.

Sebagai suatu kebijakan publik, proses penyusunan APBD
merupakan bagian dari proses politik antara Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penetapan APBD merupakan
manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan Daerah yang
tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pembangunan dan mendasarkan
pada tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2026, maka prioritas
pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2026 dituangkan dalam bentuk

program dan kegiatan dalam klasifikasi belanja Operasi.

Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan
Daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan
pemerintahan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah termasuk dalam urusan konkuren yang dibagi antara
pemerintah pusat dan Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar,
urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan

administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Transaksi yang berkaitan dengan rencana kegiatan dalam APBD
dikategorikan dalam tiga pos yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah
dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan
yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan
menjadi penerimaan Daerah, sedangkan Belanja Daerah meliputi semua
pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun
anggaran yang akan menjadi pengeluaran Daerah. Belanja Daerah
merupakan pagu tertinggi dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan.
Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup

defisit atau memanfaatkan surplus.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
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Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR



Lampiran | : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor :
Tanggal :
KOTA YOGYAKARTA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 989.691.264.835,00
4.1.01 Pajak Daerah 705.564.801.395,00
4.1.02 Retribusi Daerah 78.646.175.965,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 36.333.964.462,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 169.146.323.013,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 831.662.810.518,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 740.980.547.000,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 90.682.263.518,00
Jumlah Pendapatan 1.821.354.075.353,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 1.771.347.127.455,00
5.1.01 Belanja Pegawai 803.251.355.929,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 872.119.570.522,00
5.1.05 Belanja Hibah 80.781.051.004,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 15.195.150.000,00
5.2 BELANJA MODAL 98.222.086.186,00
5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.985.500.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.237.316.876,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 37.082.517.835,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 26.865.448.681,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.465.802.794,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 585.500.000,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 16.046.698.710,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 16.046.698.710,00
5.4 BELANJA TRANSFER 4.038.940.827,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 4.038.940.827,00
Jumlah Belanja 1.889.654.853.178,00
Total Surplus/(Defisit) -68.300.777.825,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 68.300.777.825,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-24 09:43:11
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KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 68.300.777.825,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 68.300.777.825,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00
Pembiayaan Netto 68.300.777.825,00
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00
Kota Yogyakarta, ........ccccceeuveennnee.
Walikota
Hasto Wardoyo
SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-24 09:43:11 Halaman 2



KOTA YOGYAKARTA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2026

Lampiran Il :

Rancangan Peraturan Daerah

Nomor :

Tanggal :

Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 176.042.302.750,0 | 975.401.193.487,0 | 68.707.868.674, 0.00 0.00 1.044.109.062.161

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 0 00 ' ' ,00
1 |o1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 | #30:049.413.084,0 | 12.099.204.728, 0,00 0,00 | #48.148.617.812,0
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0002 UPT SMP Negeri 1 0,00 1.729.300.000,00 | 182.700.000,00 0,00 0,00 1.912.000.000,00
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0003 UPT SMP Negeri 2 0,00 1.439.940.000,00 | 163.750.000,00 0,00 0,00 1.603.690.000,00
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0004 UPT SMP Negeri 3 0,00 1.285.121.480,00 81.958.520,00 0,00 0,00 1.367.080.000,00
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0005 UPT SMP Negeri 4 0,00 1.083.364.300,00 63.835.700,00 0,00 0,00 1.147.200.000,00
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0006 UPT SMP Negeri 5 0,00 2.068.225.000,00 | 214.225.000,00 0,00 0,00 2.282.450.000,00
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0007 UPT SMP Negeri 6 0,00 1.455.684.000,00 | 150.396.000,00 0,00 0,00 1.606.080.000,00
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0008 UPT SMP Negeri 7 0,00 1.234.064.000,00 | 135.406.000,00 0,00 0,00 1.369.470.000,00
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0009 UPT SMP Negeri 8 0,00 2.107.684.000,00 | 184.326.000,00 0,00 0,00 2.292.010.000,00
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0010 UPT SMP Negeri 9 0,00 1.475.102.000,00 | 269.598.000,00 0,00 0,00 1.744.700.000,00
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0011 UPT SMP Negeri 10 0,00 1.491.393.000,00 | 176.827.000,00 0,00 0,00 1.668.220.000,00
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0012 UPT SMP Negeri 11 0,00 904.689.500,00 76.140.500,00 0,00 0,00 980.830.000,00
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0013 UPT SMP Negeri 12 0,00 1.269.698.000,00 | 121.282.000,00 0,00 0,00 1.390.980.000,00
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0014 UPT SMP Negeri 13 0,00 981.070.000,00 60.200.000,00 0,00 0,00 1.041.270.000,00
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0015 UPT SMP Negeri 14 0,00 863.890.000,00 82.550.000,00 0,00 0,00 946.440.000,00
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0016 UPT SMP Negeri 15 0,00 2.228.720.000,00 | 171.900.000,00 0,00 0,00 2.400.620.000,00
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0017 UPT SMP Negeri 16 0,00 1.613.450.000,00 | 155.350.000,00 0,00 0,00 1.768.800.000,00
1 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0018 UPT Jaminan Pendidikan Daerah 0,00 | 16.918.990.000,00 0,00 0,00 0,00 | 16.918.990.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-24 09:43:40
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
1 |01 |1.01.219.0.00.01.0019 | YPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan 0,00 | 5.838.984.750,00 0,00 0,00 0,00 | 5.838.984.750,00
Resource Center
1 |01 |1.01.2.19.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 0,00 389'121'631'154'8 9'489'911'908'8 0,00 0,00 398'611'543'062'8
1 |01 |1.01.2.19.2.22.01.0001 | UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB 0,00 938.411.900,00 | 318.848.100,00 0,00 0,00 | 1.257.260.000,00
1 oo URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 169.796.801.000,8 383.462.597.015,8 12.580.700.670% 0.00 0.00 396.043.297.693,8
1 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0022 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 120'801'460'000’8 124'656'420'950’8 10'503'255'0%% 0,00 0,00 135'159'675'950’8
1 |02 | 1.02.4.01.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan 266.400.000,00 188'565'148'577'8 56.297.800,00 0,00 0,00 188'621'446'377'8
1 |02 | 1.02.4.01.0.00.01.0001 | UPT Puskesmas Danurejan | 990.650.000,00 | 1.709.822.000,00 | 25.500.000,00 0,00 0,00 | 1.735.322.000,00
1 | 02 | 1.02.4.01.0.00.01.0002 | UPT Puskesmas Danurejan I 837.000.000,00 | 1.637.974.705,00 | 14.450.000,00 0,00 0,00 | 1.652.424.705,00
1 |02 | 1.02.4.01.0.00.01.0003 | UPT Puskesmas Gedongtengen 1.630.000.000,00 | 2.478.312.450,00 | 90.448.050,00 0,00 0,00 | 2.568.760.500,00
1 |02 | 1.02.4.01.0.00.01.0004 | UPT Puskesmas Gondokusuman | 1.816.000.000,00 | 2.521.278.000,00 | 81.350.000,00 0,00 0,00 | 2.602.628.000,00
1 |02 | 1.02.4.01.0.00.01.0005 | UPT Puskesmas Gondokusuman I 913.000.000,00 | 1.665.990.500,00 | 66.000.000,00 0,00 0,00 | 1.731.990.500,00
1 | 02 | 1.02.4.01.0.00.01.0006 | UPT Puskesmas Gondomanan 1.095.400.000,00 | 2.009.002.188,00 |  4.207.245,00 0,00 0,00 | 2.013.209.433,00
1 | 02 | 1.02.4.01.0.00.01.0007 | UPT Puskesmas Jetis 2.446.964.000,00 | 3.092.736.204,00 | 115.050.000,00 0,00 0,00 | 3.207.786.204,00
1 | 02 | 1.02.4.01.0.00.01.0008 | UPT Puskesmas Kotagede | 1.832.000.000,00 | 2.477.622.500,00 | 195.297.000,00 0,00 0,00 | 2.672.919.500,00
1 |02 | 1.02.4.01.0.00.01.0009 | UPT Puskesmas Kotagede I 1.197.000.000,00 | 1.884.364.632,00 | 74.600.000,00 0,00 0,00 | 1.958.964.632,00
1 |02 | 1.02.4.01.0.00.01.0010 | UPT Puskesmas Kraton 1.115.000.000,00 | 1.954.691.470,00 | 41.661.618,00 0,00 0,00 | 1.996.353.088,00
1 |02 | 1.02.4.01.0.00.01.0011 | UPT Puskesmas Mantrijeron 2.332.989.000,00 | 3.066.080.000,00 | 150.000.000,00 0,00 0,00 | 3.216.080.000,00
1 |02 | 1.02.4.01.0.00.01.0012 | UPT Puskesmas Mergangsan 2.038.000.000,00 | 2.784.676.100,00 | 120.000.000,00 0,00 0,00 | 2.904.676.100,00
1 |02 | 1.02.4.01.0.00.01.0013 | UPT Puskesmas Ngampilan 1.058.719.000,00 | 1.807.299.000,00 | 26.000.000,00 0,00 0,00 | 1.833.299.000,00
1 |02 | 1.02.4.01.0.00.01.0014 | UPT Puskesmas Pakualaman 805.250.000,00 | 1.570.772.000,00 | 50.000.000,00 0,00 0,00 | 1.620.772.000,00
1 |02 | 1.02.4.01.0.00.01.0015 | UPT Puskesmas Tegalrejo 3.032.285.000,00 | 3.740.574.319,00 | 150.000.000,00 0,00 0,00 | 3.890.574.319,00
1 |02 | 1.02.4.01.0.00.01.0016 | UPT Puskesmas Umbulharjo | 3.075.475.000,00 | 3.717.253.682,00 | 262.900.000,00 0,00 0,00 | 3.980.153.682,00
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
1 |02 |1.02.4.01.0.00.01.0017 | UPT Puskesmas Umbulharjo Il 1.338.359.000,00 | 1.994.577.196,00 | 40.675.465,00 0,00 0,00 | 2.035.252.661,00
1 |02 |1.02.4.01.0.00.01.0018 | UPT Puskesmas Wirobrajan 1.870.850.000,00 | 2.526.538.000,00 | 175.500.000,00 0,00 0,00 | 2.702.038.000,00
1 |02 |1.02.4.01.0.00.01.0019 | UPT RS Pratama 19.304.000.000,00 | 25.010.689.892,00 | 334.508.500,00 0,00 0,00 | 25.345.198.392,00
1 |02 | 1.02.4.01.0.00.01.0020 | UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta 0,00 | 1.901.260.650,00 0,00 0,00 0,00 | 1.901.260.650,00
Emergency Services
1 |02 |1.02.4.01.0.00.01.0021 | UPT Laboratorium Kesehatan 0,00 689.512.000,00 |  3.000.000,00 0,00 0,00 692.512.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 42.543.781.000, 101.290.140.853,0
1 |o3 UMUM DAN PENATAAN RUANG 6.066.401.750,00 | 58.746.359.853,00 0 0,00 0,00 0
1 |03 |1.031.04.000.010000 | DinasPekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan | ¢ 566 401 750,00 | 47.250.539.733,00 | 42-453-187.000, 0,00 0,00 | 89.703.726.733,00
Permukiman 00
1 |03 |1.03.1.04.2.15.01.0003 | UPT Pengelolaan Air Limbah 0,00 | 4.947.477.200,00 |  7.094.000,00 0,00 0,00 | 4.954.571.200,00
1 |03 | 1.03.2.10.0.00.01.0000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti 0,00 | 6.548.342.920,00 | 83.500.000,00 0,00 0,00 | 6.631.842.920,00
Mandala Sarta Tata Sasana)
1 |03 |3.30.1.03.2.22.01.0000 | Dinas Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN
1 |oa DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 | 16.306.007.860,00 | 15.902.000,00 0,00 0,00 | 16.321.909.860,00
1 | 04 |1.081.04.00001.0000 | DinasPekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan 0,00 | 13.551.399.900,00 0,00 0,00 0,00 | 13.551.399.900,00
Permukiman
1 |04 |1.03.1.04.2.15.01.0002 | UPT Pengelolaan Rusunawa 0,00 | 2.754.607.960,00 | 15.902.000,00 0,00 0,00 | 2.770.509.960,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1127977 4810
1 |os KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 35.100.000,00 | 63.620.571.981,00 | = 0450 0,00 0,00 | 64.747.849.462,00
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
. 1.067.524.681,0
1 05 | 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 35.100.000,00 | 11.796.402.351,00 0 0,00 0,00 | 12.863.927.032,00
1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 | 8.134.046.125,00 | 45.152.800,00 0,00 0,00 | 8.179.198.925,00
1 |05 | 1.05.2.22.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 | 43.690.123.505,00 | 14.600.000,00 0,00 0,00 | 43.704.723.505,00
1 |o6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 144.000.000,00 | 17.216.243.694,00 | 341.002.787,00 0,00 0,00 | 17.557.246.481,00
1 |06 | 1.06.2.07.3.32.01.0000 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 144.000.000,00 | 15.074.682.974,00 | 335.620.887,00 0,00 0,00 | 15.410.303.861,00
1 |06 | 1.06.2.07.3.32.01.0001 gsgh'fg;";%ze'aya”a” Sosial Lanjut Usia Terlantar 0,00 | 1.392.278.720,00 0,00 0,00 0,00 | 1.392.278.720,00
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
1 06 | 1.06.2.07.3.32.01.0002 UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo 0,00 749.282.000,00 5.381.900,00 0,00 0,00 754.663.900,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 321.737.436.238,0 | 22.314.046.768, 344.051.483.006,0
2 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 28.016.331.415,00 0 00 0,00 0,00 0
2 |o7 UEDSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA 0,00 | 5.227.516.730,00 0,00 0,00 0,00 | 5.227.516.730,00
2 07 | 1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 5.227.516.730,00 0,00 0,00 0,00 5.227.516.730,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 0,00 | 10.246.959.957,00 0,00 0,00 0,00 | 10.246.959.957,00
PERLINDUNGAN ANAK
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
2 08 | 2.08.2.14.2.22.01.0000 dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 0,00 9.535.195.701,00 0,00 0,00 0,00 9.535.195.701,00
Berencana
2 08 | 2.08.2.14.2.22.01.0001 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 711.764.256,00 0,00 0,00 0,00 711.764.256,00
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 681.925.000,00 | 12.454.382.115,00 | 119.956.100,00 0,00 0,00 | 12.574.338.215,00
2 09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 681.925.000,00 | 12.454.382.115,00 | 119.956.100,00 0,00 0,00 | 12.574.338.215,00
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0,00 1.217.099.000,00 5'989'020'000’8 0,00 0,00 7.206.119.000,00
2 |10 | 1.03.2.10.0.00.01.0000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Nit 0,00 | 1.217.099.000,00 | >-989:020.000,0 0,00 0,00 | 7.206.119.000,00
Mandala Sarta Tata Sasana) 0
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 3.000.000.000,00 100.593.035.547,0 | 4.626.030.844,0 0,00 0,00 105.219.066.391,0
HIDUP 0 0 0
2 11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 3.000.000.000,00 | 96.547.040.945,00 4'180'619'844’8 0,00 0,00 100'727'660'789’8
2 11 | 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPT Laboratorium Lingkungan 0,00 553.521.100,00 | 445.411.000,00 0,00 0,00 998.932.100,00
2 |11 | 211.0.000.00.01.0002 | UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan 0,00 | 3.492.473.502,00 0,00 0,00 0,00 | 3.492.473.502,00
Perbengkelan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 0,00 7.512.493.500,00 | 174.687.500,00 0,00 0,00 7.687.181.000,00
PENCATATAN SIPIL
2 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 | 7.512.493.500,00 | 174.687.500,00 0,00 0,00 | 7.687.181.000,00
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 |14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 0,00 | 4.173.569.912,00 | 68.000.000,00 0,00 0,00 | 4.241.569.912,00
BERENCANA
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
2 | 14 | 2.08.2.14.2.22.01.0000 | dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 0,00 | 4.173.569.912,00 | 68.000.000,00 0,00 0,00 | 4.241.569.912,00
Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5.009.500.000,0
2 |15 PERHUBUNGAN 8.484.217.675,00 | 45.672.125.522,00 o 0,00 0,00 | 50.681.625.522,00
2 | 15 | 1.03.1.04.2.15.01.0001 | UPT Penerangan Jalan Umum 0,00 | 20.180.374.800,00 | 4°81-690-000.0 0,00 0,00 | 24.762.024.800,00
2 | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan 8.484.217.675,00 | 24.968.065.722,00 | 427.850.000,00 0,00 0,00 | 25.395.915.722,00
2 | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0001 | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor 0,00 523.685.000,00 0,00 0,00 0,00 523.685.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI 1.351.420.000,0
2 |16 DAN INFORMATIKA 0,00 | 25.496.195.766,00 0 0,00 0,00 | 26.847.615.766,00
. o . . 1.351.420.000,0
2 16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 0,00 | 25.496.195.766,00 0 0,00 0,00 | 26.847.615.766,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,
2 |17 USAHA KEGIL, DAN MENENGAH 0,00 | 9.673.726.721,00 | 65.000.000,00 0,00 0,00 | 9.738.726.721,00
2 | 17 | 2.17.3.31.0.00.01.0000 a‘gr?gn';jr"”dusma” Koperasi Usaha Kecil dan 0,00 | 9.673.726.721,00 | 65.000.000,00 0,00 0,00 | 9.738.726.721,00
2 |18 ﬁ%%iﬁ“‘ PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 0,00 | 9.205.541.166,00 | 82.300.000,00 0,00 0,00 | 9.287.841.166,00
2 | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 g;;isp'?n‘iﬂa”ama” Modal dan Pelayanan Terpadu 0,00 | 9.205.541.166,00 | 82.300.000,00 0,00 0,00 | 9.287.841.166,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN
2 |19 DAN OLAHRAGA 0,00 | 18.353.275.405,00 | 625.259.200,00 0,00 0,00 | 18.978.534.605,00
2 |19 | 1.01.2.19.2.22.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 0,00 | 18.353.275.405,00 | 625.259.200,00 0,00 0,00 | 18.978.534.605,00
2 |20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00 274.159.000,00 0,00 0,00 0,00 274.159.000,00
2 20 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 0,00 274.159.000,00 0,00 0,00 0,00 274.159.000,00
2 |21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0,00 987.876.632,00 | 148.000.000,00 0,00 0,00 | 1.135.876.632,00
2 21 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 0,00 987.876.632,00 | 148.000.000,00 0,00 0,00 1.135.876.632,00
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 15.850.188.740,00 | 56.903.400.835,00 3'895'276'000’8 0,00 0,00 | 60.798.676.835,00
2 22 | 1.01.2.19.2.22.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 0,00 174.085.000,00 0,00 0,00 0,00 174.085.000,00
2 22 | 1.05.2.22.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 227.360.000,00 0,00 0,00 0,00 227.360.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
2 22 | 2.08.2.14.2.22.01.0000 dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 0,00 117.990.000,00 0,00 0,00 0,00 117.990.000,00
Berencana
2 22 | 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 15.850.188.740,00 | 17.911.312.545,00 50.876.000,00 0,00 0,00 | 17.962.188.545,00
2 22 | 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 0,00 | 18.902.018.290,00 1'370'000'000’8 0,00 0,00 | 20.272.018.290,00
2 | 22 | 2.22.0.00.0.00.01.0002 | UPT Pengelolaan Taman Budaya 0,00 | 16.525.600.000,00 | >474:400-000.9 0,00 0,00 | 19.000.000.000,00
2 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata 0,00 | 1.645.035.000,00 0,00 0,00 0,00 | 1.645.035.000,00
2 22 | 7.01.4.01.2.22.01.0000 Kemantren Tegalrejo 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2 22 | 7.01.4.01.2.22.02.0000 Kemantren Jetis 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2 22 | 7.01.4.01.2.22.03.0000 Kemantren Gondokusuman 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2 22 | 7.01.4.01.2.22.04.0000 Kemantren Danurejan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2 22 | 7.01.4.01.2.22.05.0000 Kemantren Gedongtengen 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2 22 | 7.01.4.01.2.22.06.0000 Kemantren Ngampilan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2 22 | 7.01.4.01.2.22.07.0000 Kemantren Wirobrajan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2 22 | 7.01.4.01.2.22.08.0000 Kemantren Mantrijeron 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2 22 | 7.01.4.01.2.22.09.0000 Kemantren Kraton 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2 22 | 7.01.4.01.2.22.10.0000 Kemantren Gondomanan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2 22 | 7.01.4.01.2.22.11.0000 Kemantren Pakualaman 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2 22 | 7.01.4.01.2.22.12.0000 Kemantren Mergangsan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2 22 | 7.01.4.01.2.22.13.0000 Kemantren Umbulharjo 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2 22 | 7.01.4.01.2.22.14.0000 Kemantren Kotagede 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
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URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 |23 AN 0,00 | 1.286.598.000,00 | 78.500.000,00 0,00 0,00 | 1.365.098.000,00
2 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 1.286.598.000,00 78.500.000,00 0,00 0,00 1.365.098.000,00
2 |24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0,00 | 12.459.480.430,00 | 81.097.124,00 0,00 0,00 | 12.540.577.554,00
2 24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 | 12.459.480.430,00 81.097.124,00 0,00 0,00 | 12.540.577.554,00
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 24.500.421.500,00 | 64.605.645.105,00 1'518'583'900'8 0,00 0,00 | 66.124.229.005,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN
3 |25 R 0,00 | 804.878.712,00 | 7.634.000,00 0,00 0,00 | 812512.712,00
3 | 25 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 | 804.878.712,00 | 7.634.000,00 0,00 0,00 | 812512.712,00
3 |26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0,00 | 12.832.056.544,00 | 74.083.900,00 0,00 0,00 | 12.906.140.444,00
3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata 0,00 | 12.832.056.544,00 | 74.083.900,00 0,00 0,00 | 12.906.140.444,00
3 |27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0,00 | 2.655.381.280,00 | 117.800.000,00 0,00 0,00 | 2.773.181.280,00
3 |27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 | 2.655.381.280,00 | 117.800.000,00 0,00 0,00 | 2.773.181.280,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.223.266.000,0
3 |30 e e 24.500.421.500,00 | 43.768.686.319,00 g 0,00 0,00 | 44.991.952.319,00
3 | 30 | 3.30.1.03.2.22.01.0000 | Dinas Perdagangan 18.450.000.000,00 | 33.525.483.040,00 | 210.198.000,00 0,00 0,00 | 33.735.681.040,00
3 |30 |3.30.1.03.2.22.01.0001 | UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah | 0,00 | 1.554.192.000,00 0,00 0,00 0,00 | 1.554.192.000,00
3 |30 |330.1.032.22.01.0002 | UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II 0,00 | 1.549.758.000,00 0,00 0,00 0,00 | 1.549.758.000,00
3 |30 | 3.30.1.03.2.22.01.0003 | UPT Pusat Bisnis 6.050.421.500,00 | 6.258.036.879,00 1'000'000'000'8 0,00 0,00 | 7.258.036.879,00
3 |30 | 3.30.1.03.2.22.01.0004 (UPZ;';;)S"’" Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 000 | 641.556.400,00 | 13.068.000,00 0,00 0,00 |  654.624.400,00
3 |30 | 3.30.1.03.2.22.01.0005 | UPT Metrologi Legal 0,00 |  239.660.000,00 0,00 0,00 0,00 |  239.660.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 |31 NN 0,00 | 4.359.534.250,00 | 95.800.000,00 0,00 0,00 | 4.455.334.250,00
3 |31 |217.3.31.0.00.01.0000 a‘gsgnzzrr']”d”sma” Koperasi Usaha Kecil dan 0,00 |  608.991.900,00 0,00 0,00 0,00 |  608.991.900,00
3 |31 |217.3.31.0.00.01.0001 | UPT Logam 0,00 | 3.750.542.350,00 | 95.800.000,00 0,00 0,00 | 3.846.342.350,00
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3 32 EFJSXSQA,:IZER'\KEFINTAHAN BIDANG 0,00 185.108.000,00 0,00 0,00 0,00 185.108.000,00
3 32 | 1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 185.108.000,00 0,00 0,00 0,00 185.108.000,00
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 | 1446150342550 1 376 643.700,00 0,00 0,00 | 14499L677.955,0
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 | 49.665.974.080,00 | 368.343.700,00 0,00 0,00 | 50.034.317.780,00
4 |01 | 1.02.4.01.0.00.01.0020 EE};‘;ZEE‘; Safety Center 118 Yogyalarta 0,00 31.250.000,00 | 168.800.000,00 0.00 0,00 |  200.050.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
4 01 | 2.08.2.14.2.22.01.0000 dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Berencana
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0,00 | 25.534.190.000,00 0,00 0,00 0,00 | 25.534.190.000,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan 0,00 1.771.636.590,00 49.933.700,00 0,00 0,00 1.821.570.290,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00 2.685.159.500,00 0,00 0,00 0,00 2.685.159.500,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum 0,00 1.730.068.920,00 0,00 0,00 0,00 1.730.068.920,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Umum dan Protokol 0,00 8.976.137.524,00 | 133.400.000,00 0,00 0,00 9.109.537.524,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi dan Keuangan 0,00 487.398.827,00 6.500.000,00 0,00 0,00 493.898.827,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah 0,00 1.321.715.185,00 0,00 0,00 0,00 1.321.715.185,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 744.071.347,00 6.076.000,00 0,00 0,00 750.147.347,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Organisasi 0,00 693.124.562,00 0,00 0,00 0,00 693.124.562,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 912.798.625,00 3.634.000,00 0,00 0,00 916.432.625,00
4 |01 |5.03.5.04.4.01.01.0000 gzg:“M';‘f]‘fg?;Waia” dan Pengembangan Sumber 0,00 |  138.423.000,00 0,00 0,00 0,00 |  138.423.000,00
4 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Tegalpanggung 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Bausasran 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Pringgokusuman 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.01.0000 Kemantren Tegalrejo 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
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4 01 | 7.01.4.01.2.22.01.0001 Kelurahan Kricak 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.01.0002 Kelurahan Karangwaru 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.01.0003 Kelurahan Tegalrejo 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.01.0004 Kelurahan Bener 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.02.0000 Kemantren Jetis 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.02.0001 Kelurahan Bumijo 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.02.0002 Kelurahan Cokrodiningratan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.02.0003 Kelurahan Gowongan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.03.0000 Kemantren Gondokusuman 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.03.0001 Kelurahan Demangan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.03.0002 Kelurahan Kotabaru 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.03.0003 Kelurahan Klitren 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.03.0004 Kelurahan Baciro 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.03.0005 Kelurahan Terban 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.04.0000 Kemantren Danurejan 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.04.0001 Kelurahan Suryatmajan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.05.0000 Kemantren Gedongtengen 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.05.0002 Kelurahan Sosromenduran 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.06.0000 Kemantren Ngampilan 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.06.0001 Kelurahan Ngampilan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.06.0002 Kelurahan Notoprajan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.07.0000 Kemantren Wirobrajan 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.07.0001 Kelurahan Pakuncen 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.07.0002 Kelurahan Wirobrajan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
4 01 | 7.01.4.01.2.22.07.0003 Kelurahan Patangpuluhan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.08.0000 Kemantren Mantrijeron 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.08.0001 Kelurahan Mantrijeron 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.08.0002 Kelurahan Suryodiningratan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.08.0003 Kelurahan Gedongkiwo 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.09.0000 Kemantren Kraton 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.09.0001 Kelurahan Patehan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.09.0002 Kelurahan Panembahan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.09.0003 Kelurahan Kadipaten 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.10.0000 Kemantren Gondomanan 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.10.0001 Kelurahan Ngupasan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.10.0002 Kelurahan Prawirodirjan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.11.0000 Kemantren Pakualaman 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.11.0001 Kelurahan Gunungketur 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.11.0002 Kelurahan Purwokinanti 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.12.0000 Kemantren Mergangsan 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.12.0001 Kelurahan Keparakan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.12.0002 Kelurahan Wirogunan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.12.0003 Kelurahan Brontokusuman 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.13.0000 Kemantren Umbulharjo 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.13.0001 Kelurahan Semaki 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.13.0002 Kelurahan Muja-Muju 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.13.0003 Kelurahan Tahunan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 01 | 7.01.4.01.2.22.13.0004 Kelurahan Warungboto 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
4 |01 |701.4.01.2.22.13.0005 | Kelurahan Pandeyan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 |01 |701.4.01.2.22.13.0006 | Kelurahan Sorosutan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 |01 |701.4.01.2.22.13.0007 | Kelurahan Giwangan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 |01 |7.01.4.01.2.22.14.0000 | Kemantren Kotagede 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
4 |01 |7.01.4.01.2.22.14.0001 | Kelurahan Rejowinangun 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 |01 |7.01.4.01.2.22.14.0002 | Kelurahan Prenggan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 |01 |701.4.01.2.22.14.0003 | Kelurahan Purbayan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
4 |02 SEKRETARIAT DPRD 0,00 | 94.949.060.175,00 |  8.300.000,00 0,00 0,00 | 94.957.360.175,00
4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat DPRD 0,00 | 94.949.060.175,00 |  8.300.000,00 0,00 0,00 | 94.957.360.175,00
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.592.167.685.23(5)3 96.950.533.309,00 3.749.187.300,8 16.046.698.710% 4.038.940.82070, 120.785.360.146,8
5 | o1 PERENCANAAN 0,00 | 10.970.400.828,00 0,00 0,00 0,00 | 10.970.400.828,00
5 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 | 10.970.400.828,00 0,00 0,00 0,00 | 10.970.400.828,00
5 | o2 KEUANGAN 1.592.167.685.233 67.324.449.708,00 3.666.827.500.8 16.046.698.710% 4.038.940.82070, 91.076.916.745,00
5 |02 | 5.020.00.0.00.01.0000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1:592.167.685288 | 67.324.449.708 00 | 3006-:827:500.0 | 16.046.698.710, 1 4.038.940.827, | o1 176 916.745,00
5 |03 KEPEGAWAIAN 0,00 | 14.505.612.205,00 |  9.000.000,00 0,00 0,00 | 14.514.612.205,00
5 |03 |5035044.01.01.0000 | BadanKepegawaiandan Pengembangan Sumber 0,00 | 14.227.024.205,00 |  9.000.000,00 0,00 0,00 | 14.236.024.205,00
Daya Manusia
5 | 03 | 5.03.5.04.4.01.01.0001 | UPT Penilaian Kompetensi Pegawai 0,00 278.588.000,00 0,00 0,00 0,00 278.588.000,00
5 |04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 | 3.047.476.000,00 0,00 0,00 0,00 | 3.047.476.000,00
5 |04 | 5.035.04.401.01.0000 | B2danKepegawaian danPengembangan Sumber 0,00 | 3.047.476.000,00 0,00 0,00 0,00 | 3.047.476.000,00
Daya Manusia
5 |05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 | 1.102.594.568,00 | 73.359.800,00 0,00 0,00 | 1.175.954.368,00
5 05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.102.594.568,00 73.359.800,00 0,00 0,00 1.175.954.368,00
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 | 14.124.372.005,00 | 194.042.500,00 0,00 0,00 | 14.318.414.505,00
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 | 14.124.372.005,00 | 194.042.500,00 0,00 0,00 | 14.318.414.505,00
6 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 0,00 | 14.124.372.005,00 | 194.042.500,00 0,00 0,00 | 14.318.414.505,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 142.675.749.249,8 1.338.413.344,8 0,00 0,00 144.014.162.593,8
7 o1 KECAMATAN 0,00 142.675.749.249,8 1.338.413.344,8 0,00 0,00 144.014.162.593,8
7 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Tegalpanggung 0,00 701.053.800,00 0,00 0,00 0,00 701.053.800,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Bausasran 0,00 706.658.000,00 0,00 0,00 0,00 706.658.000,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Pringgokusuman 0,00 1.101.388.100,00 0,00 0,00 0,00 1.101.388.100,00
7 |01 | 7.01.4.01.2.22.01.0000 Kemantren Tegalrejo 0,00 | 8.055.181.058,00 | 176.201.150,00 0,00 0,00 | 8.231.382.208,00
7 |01 | 7.01.4.01.2.22.01.0001 Kelurahan Kricak 0,00 999.207.000,00 0,00 0,00 0,00 999.207.000,00
7 |01 | 7.01.4.01.2.22.01.0002 Kelurahan Karangwaru 0,00 817.139.000,00 0,00 0,00 0,00 817.139.000,00
7 |01 | 7.01.4.01.2.22.01.0003 Kelurahan Tegalrejo 0,00 905.745.777,00 0,00 0,00 0,00 905.745.777,00
7 |01 | 7.01.4.01.2.22.01.0004 Kelurahan Bener 0,00 549.147.475,00 0,00 0,00 0,00 549.147.475,00
7 |01 | 7.01.4.01.2.22.02.0000 Kemantren Jetis 0,00 | 7.153.265.076,00 | 39.900.000,00 0,00 0,00 | 7.193.165.076,00
7 |01 | 7.01.4.01.2.22.02.0001 Kelurahan Bumijo 0,00 691.833.225,00 0,00 0,00 0,00 691.833.225,00
7 |01 | 7.01.4.01.2.22.02.0002 Kelurahan Cokrodiningratan 0,00 724.583.300,00 0,00 0,00 0,00 724.583.300,00
7 |01 | 7.01.4.01.2.22.02.0003 Kelurahan Gowongan 0,00 709.068.543,00 0,00 0,00 0,00 709.068.543,00
7 |01 | 7.01.4.01.2.22.03.0000 Kemantren Gondokusuman 0,00 | 8.909.889.402,00 | 104.000.000,00 0,00 0,00 | 9.013.889.402,00
7 |01 | 7.01.4.01.2.22.03.0001 Kelurahan Demangan 0,00 756.809.875,00 0,00 0,00 0,00 756.809.875,00
7 |01 | 7.01.4.01.2.22.03.0002 Kelurahan Kotabaru 0,00 578.760.500,00 0,00 0,00 0,00 578.760.500,00
7 |01 | 7.01.4.01.2.22.03.0003 Kelurahan Klitren 0,00 999.937.000,00 0,00 0,00 0,00 999.937.000,00
7 |01 | 7.01.4.01.2.22.03.0004 Kelurahan Baciro 0,00 | 1.117.378.224,00 0,00 0,00 0,00 | 1.117.378.224,00
7 |01 | 7.01.4.01.2.22.03.0005 Kelurahan Terban 0,00 683.451.000,00 0,00 0,00 0,00 683.451.000,00
7 |01 | 7.01.4.01.2.22.04.0000 Kemantren Danurejan 0,00 | 7.002.313.040,00 | 147.310.802,00 0,00 0,00 | 7.149.623.842,00
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Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
7 01 | 7.01.4.01.2.22.04.0001 Kelurahan Suryatmajan 0,00 711.422.700,00 0,00 0,00 0,00 711.422.700,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.05.0000 Kemantren Gedongtengen 0,00 5.551.623.095,00 17.400.000,00 0,00 0,00 5.569.023.095,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.05.0002 Kelurahan Sosromenduran 0,00 946.460.000,00 600.000,00 0,00 0,00 947.060.000,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.06.0000 Kemantren Ngampilan 0,00 6.187.288.366,00 86.575.000,00 0,00 0,00 6.273.863.366,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.06.0001 Kelurahan Ngampilan 0,00 994.398.800,00 0,00 0,00 0,00 994.398.800,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.06.0002 Kelurahan Notoprajan 0,00 759.830.500,00 0,00 0,00 0,00 759.830.500,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.07.0000 Kemantren Wirobrajan 0,00 7.117.009.951,00 64.622.835,00 0,00 0,00 7.181.632.786,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.07.0001 Kelurahan Pakuncen 0,00 947.176.530,00 0,00 0,00 0,00 947.176.530,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.07.0002 Kelurahan Wirobrajan 0,00 838.648.400,00 0,00 0,00 0,00 838.648.400,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.07.0003 Kelurahan Patangpuluhan 0,00 793.534.500,00 0,00 0,00 0,00 793.534.500,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.08.0000 Kemantren Mantrijeron 0,00 7.086.814.165,00 | 110.502.056,00 0,00 0,00 7.197.316.221,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.08.0001 Kelurahan Mantrijeron 0,00 1.013.528.900,00 0,00 0,00 0,00 1.013.528.900,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.08.0002 Kelurahan Suryodiningratan 0,00 856.609.404,00 0,00 0,00 0,00 856.609.404,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.08.0003 Kelurahan Gedongkiwo 0,00 1.116.441.100,00 0,00 0,00 0,00 1.116.441.100,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.09.0000 Kemantren Kraton 0,00 6.814.835.474,00 32.997.550,00 0,00 0,00 6.847.833.024,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.09.0001 Kelurahan Patehan 0,00 659.356.350,00 0,00 0,00 0,00 659.356.350,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.09.0002 Kelurahan Panembahan 0,00 1.256.907.284,00 0,00 0,00 0,00 1.256.907.284,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.09.0003 Kelurahan Kadipaten 0,00 905.133.500,00 0,00 0,00 0,00 905.133.500,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.10.0000 Kemantren Gondomanan 0,00 5.869.780.750,00 55.248.900,00 0,00 0,00 5.925.029.650,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.10.0001 Kelurahan Ngupasan 0,00 646.174.600,00 0,00 0,00 0,00 646.174.600,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.10.0002 Kelurahan Prawirodirjan 0,00 900.647.999,00 0,00 0,00 0,00 900.647.999,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.11.0000 Kemantren Pakualaman 0,00 6.162.259.129,00 | 104.856.100,00 0,00 0,00 6.267.115.229,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.11.0001 Kelurahan Gunungketur 0,00 813.699.966,00 0,00 0,00 0,00 813.699.966,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.11.0002 Kelurahan Purwokinanti 0,00 845.680.850,00 0,00 0,00 0,00 845.680.850,00
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
7 01 | 7.01.4.01.2.22.12.0000 Kemantren Mergangsan 0,00 7.300.806.761,00 23.200.000,00 0,00 0,00 7.324.006.761,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.12.0001 Kelurahan Keparakan 0,00 910.602.852,00 0,00 0,00 0,00 910.602.852,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.12.0002 Kelurahan Wirogunan 0,00 1.249.322.260,00 48.000.000,00 0,00 0,00 1.297.322.260,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.12.0003 Kelurahan Brontokusuman 0,00 1.280.521.680,00 0,00 0,00 0,00 1.280.521.680,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.13.0000 Kemantren Umbulharjo 0,00 | 12.014.345.855,00 | 137.800.000,00 0,00 0,00 | 12.152.145.855,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.13.0001 Kelurahan Semaki 0,00 676.318.500,00 0,00 0,00 0,00 676.318.500,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.13.0002 Kelurahan Muja-Muju 0,00 1.095.884.750,00 0,00 0,00 0,00 1.095.884.750,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.13.0003 Kelurahan Tahunan 0,00 894.435.500,00 0,00 0,00 0,00 894.435.500,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.13.0004 Kelurahan Warungboto 0,00 783.881.100,00 0,00 0,00 0,00 783.881.100,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.13.0005 Kelurahan Pandeyan 0,00 1.196.501.500,00 0,00 0,00 0,00 1.196.501.500,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.13.0006 Kelurahan Sorosutan 0,00 1.511.023.400,00 0,00 0,00 0,00 1.511.023.400,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.13.0007 Kelurahan Giwangan 0,00 963.858.500,00 25.200.000,00 0,00 0,00 989.058.500,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.14.0000 Kemantren Kotagede 0,00 6.913.399.433,00 | 163.998.951,00 0,00 0,00 7.077.398.384,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.14.0001 Kelurahan Rejowinangun 0,00 1.136.635.500,00 0,00 0,00 0,00 1.136.635.500,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.14.0002 Kelurahan Prenggan 0,00 888.123.950,00 0,00 0,00 0,00 888.123.950,00
7 01 | 7.01.4.01.2.22.14.0003 Kelurahan Purbayan 0,00 902.016.000,00 0,00 0,00 0,00 902.016.000,00
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 | 11.237.163.807,00 23.300.000,00 0,00 0,00 | 11.260.463.807,00
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 | 11.237.163.807,00 23.300.000,00 0,00 0,00 | 11.260.463.807,00
8 01 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 | 11.237.163.807,00 23.300.000,00 0,00 0,00 | 11.260.463.807,00
TOTAL 1.820.726.740.953 | 1.771.347.127.455 | 98.222.086.186, | 16.046.698.710, | 4.038.940.827, | 1.889.654.853.178
,00 ,00 00 00 00 ,00
Kota Yogyakarta, .........cccceevuvneeen.
Walikota
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Lampiran 11 : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor :

Tanggal :
KOTA YOGYAKARTA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2026

PENDAPATAN DAERAH

Pemerintahan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
4 PENDAPATAN DAERAH 1'821'354'075'353‘8
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 989.691.264.835,00
4.1.01 Pajak Daerah 705.564.801.395,00
4.1.02 Retribusi Daerah 78.646.175.965,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 36.333.964.462,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 169.146.323.013,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 831.662.810.518,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 740.980.547.000,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 90.682.263.518,00

BELANJA DAERAH
Urusan

: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Program

:1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Indikator Hasil

: Angka Partisipasi Kasar SD
Persentase Kelulusan peserta didik
Angka Partisipasi Murni SMP
Angka Partisipasi Kasar SMP
Angka Partisipasi Murni SD

Kegiatan

:1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SD di kota yogyakarta;

Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan

Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang SD Negeri/Swasta;

Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan

Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam
kondisi layak fungsi.

Rata-rata nilai ASPD SD

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Keluaran

: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/lLomba Akademik dan Non Akademik

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 928.191.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

99.984.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.290.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.033.800,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,

kekerasan, dan intoleransi

Indikator Keluaran

: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.720.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.605.766.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 867.533.100,00
Kegiatan :1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta ;

Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;
persentase pemenuhan bantuan biaya personel di jenjang SMP;
Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;

Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi;

Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan;

Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam

kondisi layak fungsi;
Rata-rata nilai ASPD SMP;
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

:Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.696.477.762,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00

Sub Kegiatan

: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Keluaran

: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/lLomba Akademik dan Non Akademik

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.111.434.500,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.330.300,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.314.900,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.239.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.495.000,00
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,

kekerasan, dan intoleransi

Indikator Keluaran

: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.960.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.296.000,00
Kegiatan :1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator Keluaran

: Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang TK di kota yogyakarta

Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang TK;

Persentase peserta didik TK (A,B) yang dilakukan penilaian perkembangan menggunakan STPPA

Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam

kondisi layak fungsi.

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.708.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 666.748.700,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.751.300,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.039.800,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
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Indikator Keluaran

: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.380.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang

Pendidikan

Indikator Keluaran

- Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang

Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.072.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.030.000,00
Kegiatan :1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah laporan monev ATS yang disusun dan ditindaklanjuti
Persentase ATS yang ditindaklanjuti
Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di PKBM;
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.765.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 2.201.140.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang

Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang

Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.920.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 522.936.000,00
Program :1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Indikator Hasil

: Meningkatnya pemenuhan guru di sekolah negeri
Persentase pendidik yg memenubhi kualifikasi

Kegiatan

:1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,

PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Persentase Pendidik aktif yang bersertifikat profesi

Sub Kegiatan

:1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,

dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
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Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.925.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.123.568.000,00
Program :1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

. Nilai IKM Dindikpora
Nilai SPIP Dindikpora
Nilai SAKIP Dindikpora

Kegiatan

:1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindikpora
Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dindikpora

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.129.100,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.092.800,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.285.900,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.096.100,00
Sub Kegiatan :1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Indikator Keluaran 10
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.096.100,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.199.700,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.425.000,00
Kegiatan :1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran . Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora
Sub Kegiatan :1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 240.783.314.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.727.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00
Sub Kegiatan :1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.476.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.738.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.738.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.133.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 726.000,00
Kegiatan :1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

. Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Sub Kegiatan :1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Sub Kegiatan :1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Sub Kegiatan :1.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Kegiatan :1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dindikpora
Sub Kegiatan :1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Kegiatan :1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dindikpora

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.662.200,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.176.285,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.432.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.639.661,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

314.600.000,00

Kegiatan

:1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.000.000,00
Kegiatan :1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dindikpora

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.112.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.206.414.919,00
Kegiatan :1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.665.000,00
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Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 459.270.850,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.520.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.494.353.614,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.800.000,00
Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0001 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB

Program

:1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Indikator Hasil

: Persentase Kelulusan peserta didik
Angka Partisipasi Murni SD

Angka Partisipasi Kasar SD

Angka Partisipasi Kasar SMP
Angka Partisipasi Murni SMP

Kegiatan

:1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah laporan monev ATS yang disusun dan ditindaklanjuti
Persentase ATS yang ditindaklanjuti
Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di PKBM

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 938.411.900,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 251.337.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.800.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 61.711.100,00
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Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0002 UPT SMP Negeri 1

Kegiatan

:1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta ;

Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;
Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang SMP:
Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;

Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi;

Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan;

Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam

kondisi layak fungsi;
Rata-rata nilai ASPD SMP;

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.729.300.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.900.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.800.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 92.000.000,00
Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0003 UPT SMP Negeri 2

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.439.940.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.950.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.800.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 95.000.000,00
Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0004 UPT SMP Negeri 3

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.285.121.480,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.500.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.800.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 65.658.520,00
Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0005 UPT SMP Negeri 4

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.083.364.300,00
5.2 BELANJA MODAL
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5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.285.700,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.800.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 54.750.000,00
Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0006 UPT SMP Negeri 5

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.068.225.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.225.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 112.000.000,00
Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0007 UPT SMP Negeri 6

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.455.684.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 144.596.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.800.000,00
Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0008 UPT SMP Negeri 7

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.234.064.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.956.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 68.450.000,00
Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0009 UPT SMP Negeri 8

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.107.684.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 109.326.000,00
Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0010 UPT SMP Negeri 9

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.475.102.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 170.578.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.800.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 93.220.000,00
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Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0011 UPT SMP Negeri 10

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.491.393.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.355.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.900.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 79.572.000,00
Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0012 UPT SMP Negeri 11

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 904.689.500,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.082.500,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.800.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 45.258.000,00
Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0013 UPT SMP Negeri 12

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.269.698.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.082.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.800.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 66.400.000,00
Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0014 UPT SMP Negeri 13

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 981.070.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.400.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.800.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 45.000.000,00
Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0015 UPT SMP Negeri 14

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 863.890.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.800.000,00
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5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 56.750.000,00

Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0016 UPT SMP Negeri 15

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.228.720.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.500.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 17.400.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 113.000.000,00
Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0017 UPT SMP Negeri 16

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.613.450.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.050.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.800.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 84.500.000,00
Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0018 UPT Jaminan Pendidikan Daerah

Kegiatan :1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

. Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan

Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan

Indikator Keluaran Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam
kondisi layak fungsi.

Rata-rata nilai ASPD SD

Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.707.840.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.050.000.000,00
Kegiatan :1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

: Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta;

Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;

Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang SMP

Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;

Indikator Keluaran Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi

Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan

Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam
kondisi layak fungsi.

Rata-rata nilai ASPD SMP;

Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.000.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 10.464.400.000,00
Kegiatan :1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator Keluaran

: Persentase peserta didik TK (A,B) yang dilakukan penilaian perkembangan menggunakan STPPA
Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam
kondisi layak fungsi.

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 797.000.000,00
Kegiatan :1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah laporan monev ATS yang disusun dan ditindaklanjuti

Persentase Anak Tidak Sekolah karena Faktor Ekonomi dan Non-Ekonomi yang Ditindaklanjuti Melalui Layanan
Pendidikan Nonformal

Persentase ATS yang ditindaklanjuti

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.665.750.000,00
Organisasi :1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.0.00.01.0019 UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center

Kegiatan

:1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;

Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;

Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam
kondisi layak fungsi;

Rata-rata nilai ASPD SD;

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.546.684.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar|

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

51.320.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang

Pendidikan

Indikator Keluaran

- Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang

Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.430.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.550.750,00
Organisasi :1.01.2.19.2.22.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.2.22.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.165.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 388.192.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.481.464.663,00
5.1.05 Belanja Hibah 17.673.880.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.777.475.287,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.781.790.050,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.942.342.700,00
5.1.05 Belanja Hibah 5.745.800.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.884.137.300,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.055.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.006.848.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.176.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.470.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 385.000.000,00
Kegiatan :1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta ;

Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan;
persentase pemenuhan bantuan biaya personel di jenjang SMP;
Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan;

Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi;

Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan;
Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam

kondisi layak fungsi;
Rata-rata nilai ASPD SMP;

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 524.000,00
5.2 BELANJA MODAL
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5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

571.141.211,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 524.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 396.613.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.521.508.900,00
5.1.05 Belanja Hibah 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 11.368.080.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 3.701.625.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 570.410.760,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 246.300.000,00
Kegiatan :1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
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Indikator Keluaran

: Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang TK di kota yogyakarta

Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang TK;

Persentase peserta didik TK (A,B) yang dilakukan penilaian perkembangan menggunakan STPPA
Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam

kondisi layak fungsi.

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 234.481.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.308.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.941.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 3.180.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 545.100.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 6.458.540.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 40.920.000,00
Organisasi :1.01.2.19.4.01.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Unit Organisasi

:1.01.2.19.4.01.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Program

:1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai SPIP Dindikpora
Nilai SAKIP Dindikpora
Nilai IKM Dindikpora

Kegiatan

:1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
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Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Bidang Urusan

:1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Presentase Posyandu ILP aktif

Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas
Persentase kesesuaian obat yang tersedia di Puskesmas dengan formularium nasional
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.424.000,00

Kegiatan :1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)

Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Calon Jamaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan

Persentase Capaian Kelompok Sasaran mengikuti Pengukuran Kebugaran

Persentase Capaian Minimal Peserta Aktif Jaminan Kesehatan Nasional

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase lanjut usia yang mandiri

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Persentase pendapatan Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta

Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat
kesehatan

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Prevalensi depresi pada usia >= 15 tahun

Prevalensi obesitas > 18 tahun

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.904.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Indikator Keluaran

: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.825.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.291.239.999,00

Kegiatan :1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: "Persentase Kepatuhan FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKTL (Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta yang patuh melaporkan
Indikator Nasional Mutu (INM) "

Persentase Kepatuhan RS yang memenuhi standarisasi ASPAK

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.904.000,00
Program :1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Indikator Hasil

: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar

Kegiatan

:1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Persentase Capaian Pemeriksaan makanan minuman pada Produk IRTP
Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Indikator Keluaran

: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan
Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.300.300,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: IKM Dinas Kesehatan
Nilai AKIP Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.220.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 935.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 935.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.940.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.940.000,00
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Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.617.400,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.645.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

. Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.314.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.310.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.766.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 660.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.812.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 770.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan :1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00

Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Danurejan |

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Presentase Posyandu ILP aktif

Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.280.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.932.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai AKIP Dinas Kesehatan
IKM Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
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Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 370.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 623.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.500.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Danurejan Il

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase Posyandu ILP Aktif

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman |

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

9.720.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.708.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.350.000,00
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: IKM Dinas Kesehatan
Nilai AKIP Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 735.480.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.199.170.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.350.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Gondokusuman ||

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.840.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

77.799.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.704.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: IKM Dinas Kesehatan
Nilai AKIP Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 330.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 574.200.000,00
5.2 BELANJA MODAL
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5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.000.000,00

Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Gondomanan

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.766.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.680.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 22.050.000,00

Program

:1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.720.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai AKIP Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan
IKM Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 379.918.755,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 783.252.550,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.207.245,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Jetis

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.960.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

113.867.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.430.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.240.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
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Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.321.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: IKM Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan
Nilai AKIP Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 942.600.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.531.314.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 115.050.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Kotagede |

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase ketersediaan obat indikator

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai SPIP Dinas Kesehatan
Nilai AKIP Dinas Kesehatan
IKM Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 668.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.059.265.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 195.297.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Kotagede II

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: IKM Dinas Kesehatan
Nilai AKIP Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
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Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 455.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 727.643.632,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.600.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Kraton

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.720.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

39.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.783.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.180.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai AKIP Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan
IKM Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 410.664.519,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 738.005.802,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.661.618,00
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Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Mantrijeron

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.590.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

7.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.590.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.880.000,00
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Program

:1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: IKM Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan
Nilai AKIP Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 950.040.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.394.960.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase ketersediaan obat indikator

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: IKM Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan
Nilai AKIP Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 812.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.310.632.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Ngampilan

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase ketersediaan obat indikator

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standartan usia
produktif sesuai standar

Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.484.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

147.424.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.464.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
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Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai SPIP Dinas Kesehatan
Nilai AKIP Dinas Kesehatan
IKM Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 415.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 673.969.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.000.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Pakualaman

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase ketersediaan obat indikator

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.520.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.490.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: IKM Dinas Kesehatan
Nilai AKIP Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 328.650.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 491.020.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
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Indikator Hasil

: Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: IKM Dinas Kesehatan
Nilai AKIP Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 1.098.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.941.310.000,00
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5.2

BELANJA MODAL

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

150.000.000,00

Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo |

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA

Indikator Hasil

: Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap
Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali
Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar

Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

standar

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
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Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.240.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.250.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.158.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai SPIP Dinas Kesehatan
Nilai AKIP Dinas Kesehatan
IKM Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas
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Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 1.150.500.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.852.574.682,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 262.900.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharijo Il

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Program

:1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai AKIP Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan
IKM Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
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Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 565.403.723,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 807.430.118,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.675.465,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.000.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.440.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai AKIP Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan
IKM Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 805.349.400,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.107.482.600,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.500.000,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0019 UPT RS Pratama

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase tercapainya indikator SPM layanan Rumah Sakit

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Meningkatnya Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian Sesuai Standar di RS Pratama

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman
di Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
yang disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.780.698.392,00
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Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama

Kegiatan

:1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja RS Pratama Kota Yogyakarta

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Kegiatan :1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Kegiatan :1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Meningkatnya kualitas kinerja pegawai RS Pratama
Sub Kegiatan :1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Kegiatan :1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Keluaran : Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa
Sub Kegiatan :1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.085.500.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
- - 0,00
Kegiatan :1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran : Meningkatnya Kinerja Pelayanan BLUD RS Pratama
Sub Kegiatan :1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.169.491.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 334.508.500,00
Organisasi :1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0020 UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase ketersediaan obat indikator

Presentase Posyandu ILP aktif

Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Indikator Keluaran

: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu
Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.818.750,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.0.00.0.00.01.0022 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase tercapainya SPM pelayanan medis rumah sakit
Persentase tercapainya SPM pelayanan penunjang rumah sakit

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 260.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis
pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk
minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.450.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman
di Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
yang disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.927.950,00

Kegiatan :1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase tercapainya instrumen mutu asuhan keperawatan dan kebidanan
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.450.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.960.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.960.000,00
Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Indikator Keluaran

: Jumlah Pengembangan Modul Sistem Informasi Manajemen RS dalam Aplikasi SMARTA

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 195.000.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

. Nilai Evaluasi SAKIP RSUD Kota Yogyakarta

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD Kota Yogyakarta

Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah RSUD Kota Yogyakarta
Persentase capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran

Kegiatan

:1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan RSUD Kota Yogyakarta

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan

RKA-SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan

DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00
Sub Kegiatan :1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.125.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset RSUD Kota Yogyakarta

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.940.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Nilai Indeks Profesionalitas ASN RSUD Kota Yogyakarta
Sub Kegiatan :1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.848.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum RSUD Kota Yogyakarta

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.090.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.520.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset RSUD Kota Yogyakarta

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.2

BELANJA MODAL

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.255.000,00

Kegiatan

:1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP RSUD Kota Yogyakarta

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.592.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.690.000.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset RSUD Kota Yogyakarta

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.620.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.230.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.470.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Persentase laporan hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang berkualitas dan tepat waktu

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 37.800.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.451.460.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.750.000.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.000.000.000,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 300.000.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Presentase Posyandu ILP aktif

Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas
Persentase kesesuaian obat yang tersedia di Puskesmas dengan formularium nasional

Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 235.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman
di Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
yang disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.516.038.958,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,
Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke
Fasilitas Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.817.100,00

Kegiatan :1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)

Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Calon Jamaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan

Persentase Capaian Kelompok Sasaran mengikuti Pengukuran Kebugaran

Persentase Capaian Minimal Peserta Aktif Jaminan Kesehatan Nasional

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase lanjut usia yang mandiri

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Persentase pendapatan Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta

Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat
kesehatan

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Prevalensi depresi pada usia >= 15 tahun

Prevalensi obesitas > 18 tahun

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 848.904.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
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Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Indikator Keluaran

: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 620.406.300,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Indikator Keluaran

: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.516.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Indikator Keluaran

: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.510.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.103.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

104.484.900,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 693.644.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.134.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.904.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 347.702.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium

Rujukan/Nasional

Indikator Keluaran

: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang

Didistribusikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.666.000,00
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian

Obat Massal)

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.375.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Indikator Keluaran

: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.090.000,00
Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Indikator Keluaran

. Nilai Tingkat Kematangan Statistik Sektoral

Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.880.000,00
Kegiatan :1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: "Persentase Kepatuhan FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKTL (Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta yang patuh melaporkan
Indikator Nasional Mutu (INM) "

Persentase Kepatuhan RS yang memenuhi standarisasi ASPAK

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,
D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti
Perizinannya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan
Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Program

:1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi

Kegiatan

:1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Tenaga Kesehatan yang Memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) atau Rekomendasi SIP

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.224.000,00

Kegiatan :1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM

di Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPT

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.877.700,00
Kegiatan :1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi

Sub Kegiatan

:1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan
Kompetensinya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 848.337.250,00
Program :1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Indikator Hasil

: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar

Kegiatan

:1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)

Indikator Keluaran

: Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang telah
diverifikasi dalam proses Sertifikasi Standar Sektor Kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.850.000,00

Kegiatan : 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,

untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Persentase sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang memperoleh rekomendasi sertifikat Laik Sehat

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai 1zin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-24 09:43:48

Halaman 72



5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.337.450,00
Kegiatan :1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,

Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Indikator Keluaran

: Persentase sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang memperoleh rekomendasi sertifikat Laik Sehat

Sub Kegiatan

:1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
Program :1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai AKIP Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan
IKM Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

. Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 138.612.789.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

. Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 770.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Keluaran . Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan :1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.025.800,00
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Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.620.600,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.110.800,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.999.900,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 357.866.000,00
Kegiatan :1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

. Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.297.800,00
Kegiatan :1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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Indikator Keluaran

: Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.305.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.750.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 728.044.002,00
Kegiatan :1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

. Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.248.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.178.400,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.440.018,00

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.215.200,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Danurejan |

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Presentase Posyandu ILP aktif

Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.940.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan lbu dan Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00

Kegiatan :1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.920.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Danurejan Il

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase Posyandu ILP Aktif

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.276.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

92.212.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.484.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.430.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.132.705,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi

SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-24 09:43:48

Halaman 81



Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.842.000,00

Kegiatan :1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.448.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: IKM Dinas Kesehatan
Nilai AKIP Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan

Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 360.950.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 501.800.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.450.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
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Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Gedongtengen

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.132.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.075.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.720.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.150.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.350.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 472.831.500,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
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Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.420.000,00

Kegiatan :1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.582.000,00
Program :1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: IKM Dinas Kesehatan
Nilai SPIP Dinas Kesehatan
Nilai AKIP Dinas Kesehatan
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Kegiatan

:1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas

Sub Kegiatan

:1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator Keluaran

: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 623.475.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 997.576.950,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.448.050,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman |

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.420.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-24 09:43:48

Halaman 86



5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 55.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.760.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.575.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.370.000,00
Kegiatan :1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.625.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Gondokusuman Il

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
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Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.807.500,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.680.000,00
Kegiatan :1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.360.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Gondomanan

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

138.699.200,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.765.683,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Jetis

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

207.064.204,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.290.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Kotagede |

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA

Indikator Hasil

: Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase ketersediaan obat indikator

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.408.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

192.576.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.817.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.272.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 357.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
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Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.120.000,00
Kegiatan :1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.264.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Kotagede Il

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.888.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.790.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.425.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

29.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.102.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.650.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.056.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.754.000,00
Kegiatan :1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif
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Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.456.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Kraton

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

30.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.470.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 447.772.149,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

Daerah Kabupaten/Kota

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.740.000,00

Kegiatan :1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-24 09:43:48

Halaman 97



Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.856.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Mantrijeron

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.720.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
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KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase ketersediaan obat indikator

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.468.000,00
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.850.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.105.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.655.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

8.556.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.305.100,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

Daerah Kabupaten/Kota

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.854.000,00

Kegiatan :1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
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Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.451.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Ngampilan

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase ketersediaan obat indikator

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standartan usia
produktif sesuai standar

Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.612.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.002.000,00
Kegiatan :1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.044.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Pakualaman

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase ketersediaan obat indikator

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.910.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 502.937.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
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Program

:1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.734.000,00

Kegiatan :1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.161.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.172.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.606.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.295.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.658.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

51.880.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.978.319,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.275.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo |

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA

Indikator Hasil

: Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.660.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.445.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-24 09:43:48

Halaman 108



5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 249.738.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.688.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharjo Il

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Indikator Keluaran

: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

7.424.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.721.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00
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Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.976.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.301.355,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 21.045.000,00

Kegiatan

:1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.176.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Posyandu ILP Aktif

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase ketersediaan obat indikator

Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta

Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap

Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat

Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali

Persentase merokok penduduk 10-21 tahun

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

10.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.021.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.996.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.909.000,00
Sub Kegiatan :1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00
Program 1 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Indikator Hasil

: Persentase kemantren yang melaksanakan Germas

Kegiatan

:1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.850.000,00

Kegiatan :1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif

Sub Kegiatan

:1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.690.000,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0020 UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services

Program

:1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Persentase ketersediaan obat indikator

Presentase Posyandu ILP aktif

Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas

Kegiatan

:1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
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KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.804.441.900,00
Organisasi :1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi

:1.02.4.01.0.00.01.0021 UPT Laboratorium Kesehatan

Kegiatan

:1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Indikator Keluaran

- Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00

Kegiatan :1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase pendapatan Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta

Sub Kegiatan

:1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 619.512.000,00

Bidang Urusan

1 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi

:1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit Organisasi

:1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program

:1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Indikator Hasil

: Presentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik

Kegiatan

:1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Panjang talud kondisi baik

Sub Kegiatan

:1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai

Indikator Keluaran

: Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 4.823.682.850,00

Sub Kegiatan

:1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

Indikator Keluaran

: Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.872.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.068.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai

Indikator Keluaran

: Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.872.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.567.100.000,00
Kegiatan :1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang

Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Panjang saluran irigasi kondisi baik

Sub Kegiatan

:1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Indikator Keluaran

: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 769.144.000,00
Program :1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Indikator Hasil

: Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM

Kegiatan

:1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase penyelenggara SPAM yang dibina

Sub Kegiatan

:1.03.03.2.01.0034 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM)

Indikator Keluaran

: Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan
kapasitasnya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.760.000,00
Program 1 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-24 09:43:48

Halaman 116



Indikator Hasil

Persentase pelayanan SPALD-S akses aman
Persentase pelayanan SPALD-T akses aman

Kegiatan

:1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Sambungan Rumah SPALD-T akses aman yang berfungsi dengan baik

Sub Kegiatan

:1.03.05.2.01.0024 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.436.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.05.2.01.0042 Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat

Indikator Keluaran

: Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Terpusat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.779.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 725.000.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.981.864.000,00
Program 1 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Indikator Hasil

: Presentase pemenuhan drainase kondisi baik

Kegiatan

:1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Panjang saluran drainase dalam kondisi baik

Sub Kegiatan

:1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.180.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.692.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.089.067.975,00
Program 1 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
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Indikator Hasil

: Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik
Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF

Kegiatan

:1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Indikator Keluaran

: Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik
Persentase pelaksanaan layanan konsultasi PBG dan SLF di Mall Pelayanan Publik

Sub Kegiatan

:1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.502.180,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.799.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 504.332.150,00

Sub Kegiatan

:1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),
Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Indikator Keluaran

: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan
Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim
Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.143.981.000,00
Program 1 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Indikator Hasil

: Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik

Kegiatan

:1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Luas kawasan permukiman dengan sarana prasarana baik

Sub Kegiatan

:1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.09.2.01.0011 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 454.674.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.450.950.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.361.140.000,00
Program :1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Indikator Hasil

: Presentase jalan dan jembatan kondisi mantap

Kegiatan

:1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Panjang jalan dalam kondisi mantap

Sub Kegiatan

:1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan

Indikator Keluaran

: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.940.053.948,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.275.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan

Indikator Keluaran

: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.500.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.663.320.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.228.662.000,00
Program :1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Indikator Hasil

: Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi

Kegiatan

:1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Indikator Keluaran

: Persentase penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi

Sub Kegiatan :1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-24 09:43:48 Halaman 119



Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

Indikator Keluaran

: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.325.000,00
Kegiatan :1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.260.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Indikator Keluaran

: Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.984.000,00

Program 1 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG

Indikator Hasil

Kegiatan

:1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan

:1.03.13.5.02.0009 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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0,00

Program

:1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nilai SPIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan

:1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPUPKP

Persentase ketersediaan data statistik sektoral DPUPKP

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.160.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan

RKA-SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan

DPA-SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.195.000,00
Kegiatan :1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 12.364.151.750,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.072.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.760.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.760.000,00
Kegiatan :1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DPUPKP

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-24 09:43:48

Halaman 122




5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

26.615.200,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.495.630,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.539.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.800.000,00
Kegiatan :1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.2

BELANJA MODAL
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5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.038.000,00

Kegiatan

:1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP DPUPKP

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.840.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.624.000,00
Kegiatan :1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.140.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.196.807.450,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel

Indikator Keluaran

: Jumlah Mebel yang Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.700.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 484.647.600,00
Organisasi :1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit Organisasi

:1.03.1.04.2.15.01.0003 UPT Pengelolaan Air Limbah

Program

:1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Indikator Hasil

: Persentase pelayanan SPALD-S akses aman
Persentase pelayanan SPALD-T akses aman

Kegiatan

:1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Sambungan Rumah SPALD-T akses aman yang berfungsi dengan baik

Sub Kegiatan

:1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Indikator Keluaran

: Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.947.477.200,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.094.000,00
Organisasi :1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Unit Organisasi

:1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Program

:1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Indikator Hasil

: Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang
Persentase Pemenuhan kebijakan dan Peraturan Tata Ruang

Kegiatan

:1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pengaturan Tata Ruang

Sub Kegiatan

:1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang

Indikator Keluaran

: Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.434.000,00
Kegiatan :1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Perencanaan Tata Ruang

Sub Kegiatan

:1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.250.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Indikator Keluaran

: Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00

Kegiatan

:1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pembinaan Tata Ruang

Sub Kegiatan

:1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Indikator Keluaran

: Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.132.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

Indikator Keluaran

: Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.402.000,00

Kegiatan :1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sub Kegiatan

:1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang

Indikator Keluaran

: Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.531.600,00

Sub Kegiatan

:1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri

pelaku UMK

Indikator Keluaran

: Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.487.400,00

Sub Kegiatan

:1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang

Indikator Keluaran

:Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.720.400,00

Sub Kegiatan

:1.03.12.2.04.0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat

Indikator Keluaran

: Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja

Fungsi dan Manfaat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.108.400,00

Sub Kegiatan

:1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.843.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal

Indikator Keluaran

: Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.700.000,00
Program :1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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Indikator Hasil

: Nilai IKM Dinpertaru
Nilai SPIP Dinpertaru
Nilai SAKIP Dinpertaru

Kegiatan

:1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinpertaru
Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinpertaru

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.754.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.710.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.710.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 690.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 690.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

11.820.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 690.000,00
Kegiatan :1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru
Sub Kegiatan :1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 4.824.657.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00
Sub Kegiatan :1.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

1.710.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.204.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 680.000,00
Kegiatan :1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.390.000,00
Sub Kegiatan :1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.730.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

4.825.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.975.000,00
Sub Kegiatan :1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00
Sub Kegiatan :1.03.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000,00
Kegiatan :1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Keluaran . Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Dinpertaru
Sub Kegiatan :1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.795.000,00
Kegiatan :1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinpertaru
Sub Kegiatan :1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.633.020,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.480.000,00
Sub Kegiatan :1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.235.000,00
Kegiatan :1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.500.000,00
Kegiatan :1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP Dinpertaru

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.460.600,00
Kegiatan :1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.440.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.380.500,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.315.000,00

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Organisasi

:3.30.1.03.2.22.01.0000 Dinas Perdagangan

Unit Organisasi

:3.30.1.03.2.22.01.0000 Dinas Perdagangan
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Kegiatan

:1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dindag

Sub Kegiatan

:1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00

Bidang Urusan

: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi

:1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit Organisasi

:1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program

:1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Indikator Hasil

: Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program

Kegiatan

:1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program

Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase pelaksanaan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program

Kabupaten/Kota sesuai layanan SPM

Sub Kegiatan

:1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00
Program :1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Indikator Hasil

: Persentase permukiman kumuh yang tertangani
Persentase pemenuhan rumah layak huni

Kegiatan

1 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Indikator Keluaran

: Jumlah RTLH tertangani
Luas Kawasan Kumuh yang tertangani

Sub Kegiatan

:1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.664.419.900,00

Sub Kegiatan

:1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

Indikator Keluaran

: Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.791.980.000,00
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Organisasi

:1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit Organisasi

:1.03.1.04.2.15.01.0002 UPT Pengelolaan Rusunawa

Program

:1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Indikator Hasil

: Persentase rumah susun yang dipelihara

Kegiatan

:1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Indikator Keluaran

: Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun

Sub Kegiatan

: 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.754.607.960,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.902.000,00

Bidang Urusan

: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Organisasi

:1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Organisasi

:1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Program

:1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Indikator Hasil

: Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman
Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat

Persentase Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja

Kegiatan

:1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas
Persentase masyarakat yang ikut dalam keanggotaan linmas dengan cakupan 1 Kampung, 10 linmas
Persentase partisipasi aktif petugas linmas dalam tugas perbantuan trantibumlinmas

Persentase pegawai yang mematuhi kode etik Satpol PP

Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui deteksi dan cegah dini

Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui patroli, pengamanan dan pengawalan
Persentase peningkatan kompetensi SDM anggota linmas

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.730.750,00

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.260.688.000,00
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Sub Kegiatan

:1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan

dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.334.318.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis

Satpol PP dan Satlinmas

Indikator Keluaran

: Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP

dan Satlinmas

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.957.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah

Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Indikator Keluaran

:Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah
Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.942.397.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan

Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Indikator Keluaran

:Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui

Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.086.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan

kepala daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan
pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
Kegiatan :1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Indikator Keluaran

: Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara non yustisi

Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara yustisi

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
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Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah
Sesuai SOP

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 441.438.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.870.940.000,00
Kegiatan :1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase SDM aparatur Pol PP yang meningkat standar kompetensinya

Sub Kegiatan

:1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.217.000,00
Program :1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

. Nilai SAKIP Satpol PP
Nilai SPIP Satpol PP
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP

Kegiatan

:1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Persentase ketersediaan data statistik sektoral

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 748.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

498.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan

RKA-SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan

DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.394.800,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 741.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00
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Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Kegiatan :1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran . Nilai Penguatan Keuangan Satpol PP
Sub Kegiatan :1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 16.253.274.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Kegiatan :1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Aset Satpol PP

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
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Sub Kegiatan

:1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Kegiatan :1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

. Nilai Indeks Profesionalitas ASN

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Kegiatan :1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Satpol PP

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

16.353.250,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.559.890,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.702.815,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.065.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.986.000,00
Kegiatan :1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Aset Satpol PP

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00
Kegiatan :1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Keluaran : Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Satpol PP
Sub Kegiatan :1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.870.000,00
Kegiatan :1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Aset Satpol PP

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.748.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 988.895.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.260.000,00
Organisasi :1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Unit Organisasi

:1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Program

: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN

PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Indikator Hasil

: Persentase pencegahan terhadap resiko kebakaran

Persentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota)

Kegiatan

:1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan

Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Laporan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan

Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.900.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 954.424.681,00

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam

Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.374.544.495,00

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat

Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

168.340.600,00

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan

Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.040.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.600.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan

dan Penanggulangan Kebakaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.246.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung

Diri

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang

Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.415.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.000.000,00
Kegiatan :1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Inspeksi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung

Sub Kegiatan

: 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem

Proteksi Kebakaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.893.500,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00
Kegiatan : 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian

dan Pengujian

Sub Kegiatan

1 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
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Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian
dan Pengujian

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.995.000,00
Kegiatan :1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen terkait pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Setiap Tahunnya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.292.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00

Sub Kegiatan

1 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem
Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 406.562.000,00

Kegiatan : 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Sub Kegiatan

:1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.865.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00
Program :1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai SPIP Damkarmat
Nilai SAKIP Damkarmat
Nilai IKM Damkarmat

Kegiatan

:1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen dan laporan terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
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Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 880.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.420.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00
Kegiatan :1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen dan laporan terkait administrasi keuangan perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 7.178.684.000,00

Sub Kegiatan

: 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
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Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.485.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.000,00
Kegiatan :1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen yang terkait administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 880.000,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.760.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.980.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 880.000,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00
Kegiatan :1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen yang terkait dengan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.608.000,00
Kegiatan :1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen yang terkait dengan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.112.400,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.395.300,00
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Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.080.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.300.000,00
Kegiatan :1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen yang terkait dengan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.954.556,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 238.800.000,00

Kegiatan

:1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.591.850,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.901.250,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.540.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.076.400,00
Organisasi :1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Unit Organisasi

:1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program

:1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Indikator Hasil

. Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Sistem Pemulihan Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota
Yogyakarta

Nilai indeks prioritas Pengembangan Kebijakan dan Kelembangaan Penanggulangan Bencana hasil assesment
mandiri BPBD Kota Yogyakarta

Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Penanganan Darurat bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota
Yogyakarta

Nilai indeks prioritas Efektivitas Mitigasi Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta

Nilai SPM Sub Urusan Kebencanaan (Persentase)

Kegiatan

:1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi BPBD

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis
Ancaman Bencana)
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Indikator Keluaran

: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang
memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan
tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.700.000,00
Kegiatan :1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Indikator Keluaran

: Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota

Indikator Keluaran

: Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana
prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.625.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Indikator Keluaran

: Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis
Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.910.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas
sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.495.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan
sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal
sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 732.082.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti
pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.660.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.700.000,00
Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator Keluaran

: Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan penyelamatan, evakuasi dan logistik

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.575.432.000,00

Sub Kegiatan

: 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.106.650,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.452.800,00
Kegiatan :1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Indikator Keluaran

: Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Sub Kegiatan

: 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan

teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.930.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan
Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.152.500,00

Sub Kegiatan

: 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan
Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.210.000,00
Program :1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai SAKIP BPBD
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Nilai IKM BPBD

Kegiatan

:1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan BPBD
Persentase ketersediaan data statistik sectoral BPBD

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.930.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.240.000,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

2.640.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00
Kegiatan :1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran . Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPBD
Sub Kegiatan :1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 3.790.127.000,00

Sub Kegiatan :1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan :1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan

Indikator Keluaran Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000,00
Kegiatan :1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran : Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPBD

Sub Kegiatan :1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan :1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Kegiatan :1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Nilai Indeks Profesionalitas ASN BPBD
Sub Kegiatan :1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.955.000,00
Kegiatan :1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum BPBD

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.352.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.434.170,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.083.500,00
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5.2

BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00
Sub Kegiatan :1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.392.500,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.996.000,00
Kegiatan :1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

. Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPBD

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.000.000,00
Kegiatan :1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP BPBD

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
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Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 416.654.000,00
Kegiatan :1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

. Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPBD

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.440.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.737.250,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.070.000,00

Sub Kegiatan

:1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.211.555,00

Bidang Urusan

:1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
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Organisasi

:1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Unit Organisasi

:1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program

:1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Indikator Hasil

: Persentase PSKS yang berdaya

Kegiatan

:1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase PSKS yang aktif

Sub Kegiatan

:1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat

Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.259.500,00

Sub Kegiatan

:1.06.02.2.03.0011 Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai

Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.734.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan

Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.644.500,00
Program :1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Indikator Hasil

. Persentase Rehabilitasi PPKS

Kegiatan

:1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta

Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Indikator Keluaran

: Persentase PPKS yang tertangani

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan

Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,

Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
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Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.311.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan

Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.040.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.085.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.500.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.680.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.760.000,00
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Kegiatan

1 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban

HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Indikator Keluaran

: Persentase Pelayanan Kedaruratan yang tertangani

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar

Panti Sosial yang tertangani

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.253.475,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.490.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.02.0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu

Identitas Anak

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran,
Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar

HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan

Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.966.000,00
Program 1 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Indikator Hasil

: Persentse Akurasi Data Sasaran Intervensi Kemiskinan

Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Persentase Tingkat kepersertaan jaminan sosial pekerja rentan

Kegiatan

:1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase akurasi data hasil Verval DTKS dan PPKS
Persentase Ketepatan Penerima Bantuan Sosial
Persentase KUBE USEP Kategori Mandiri

Persentase Pekerja Rentan yang mendapatkan bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kewenangan Kab/Kota

Sub Kegiatan

:1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 688.850.500,00

Sub Kegiatan

:1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.490.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Indikator Keluaran

: Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.517.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.05.2.02.0009 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin

Indikator Keluaran

: Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Program :1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Indikator Hasil

: Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan
sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Kegiatan

:1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Korban Bencana yang tertangani

Sub Kegiatan

:1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan

Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.825.500,00

Sub Kegiatan

:1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00
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Sub Kegiatan

:1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial

Indikator Keluaran

: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.000,00
Kegiatan :1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam

kesiapsiagaan bencana

Sub Kegiatan

:1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Indikator Keluaran

: Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.930.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan

Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.292.400,00
Program :1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Kegiatan

:1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmiras|

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.082.675,00

0,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

1.392.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan

RKA-SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.392.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.660.620,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan

DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.660.620,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.203.531,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.831.200,00
Kegiatan :1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan administrasi keuangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmirasi

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.01

Belanja Pegawai

9.219.209.775,00

Sub Kegiatan

: 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.334.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.408.000,00
Kegiatan :1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan laporan administrasi barang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmirasi

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 880.000,00
Sub Kegiatan :1.06.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.672.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00
- - 0,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
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Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.152.000,00
Kegiatan :1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan dokumen administrasi kepegawaian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmirasi

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.644.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.596.000,00
Kegiatan :1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan laporan penyelenggaraan administrasi umum Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmirasi

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.524.500,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.701.050,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.824.595,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.120.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.857.500,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.813.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.548.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.204.000,00
Kegiatan :1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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0,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.301.737,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.902.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 283.099.150,00
Kegiatan :1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.322.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.738.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.394.978.633,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 11.600.000,00
Kegiatan :1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.540.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.354.400,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel

Indikator Keluaran

: Jumlah Mebel yang Dipelihara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Sub Kegiatan :1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.460.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.028.000,00
Organisasi :1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Unit Organisasi

:1.06.2.07.3.32.01.0001 UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma

Program

:1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Indikator Hasil

: Persentase Rehabilitasi PPKS

Kegiatan

: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta

Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Indikator Keluaran

: Persentase PPKS yang tertangani

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan
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Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 840.275.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan
Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.850.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 494.513.720,00
Organisasi :1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Unit Organisasi

:1.06.2.07.3.32.01.0002 UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 349.106.000,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan
Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.065.000,00
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Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.168.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.381.900,00

Sub Kegiatan

:1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

Pemerintahan

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.943.000,00
BELANJA DAERAH

Urusan

: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Organisasi

:1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Unit Organisasi

:1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program

: 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

Indikator Hasil

: Persentase Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan

: 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Indikator Keluaran

: Persentae dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun

Sub Kegiatan

: 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.119.900,00

Sub Kegiatan

: 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

Indikator Keluaran

: Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.691.800,00
Program :2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Indikator Hasil

: Persentase penempatan tenaga kerja peserta pelatihan pada sektor formal dan non formal

Kegiatan

: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
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Indikator Keluaran

: Persentase Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan

Sub Kegiatan

: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan

Klaster Kompetensi

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 829.965.330,00
Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Indikator Keluaran

: Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina

Sub Kegiatan

:2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Indikator Keluaran

: Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.074.000,00
Kegiatan : 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Indikator Keluaran

: Persentase Perusahaan yang Meningkat Produktivitasnya

Sub Kegiatan

:2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

Indikator Keluaran

: Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.680.000,00
Kegiatan : 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Perusahaan/Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM yang Sudah Diukur Produktivitasnya

Sub Kegiatan

: 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.865.000,00
Program :2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Indikator Hasil

: Persentase penempatan tenaga kerja

Kegiatan

: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase layanan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan

Sub Kegiatan

:2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Indikator Keluaran

: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-24 09:43:49

Halaman 173




5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 12.440.000,00

Sub Kegiatan

: 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.195.000,00

Sub Kegiatan

:2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.626.148.700,00
Kegiatan : 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator Keluaran

: Persentase pencari kerja yang ditempatkan

Sub Kegiatan

: 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Indikator Keluaran

: Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.536.900,00

Sub Kegiatan

: 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja

Indikator Keluaran

: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.560.000,00
Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Purna PMI yang dilatih

Sub Kegiatan

: 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

Indikator Keluaran

: Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Program 1 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Indikator Hasil

: Rerata persentase Perusahaan yang Memfasilitasi Kesejahteraan Pekerja

Kegiatan

: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan
yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Persentase Perusahaan Yang Mempunyai Sarana Hubungan Industrial
Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU)

Sub Kegiatan

: 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan
Industrial dan Terdaftar di WLKP Online

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00
Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
Indikator Keluaran 10
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00

Sub Kegiatan

: 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja serta Pengupahan

Indikator Keluaran

: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar
sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.600.000,00

Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan

Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Rerata persentase Perusahaan yang memfasilitasi jaminan sosial dan sarpras kesejahteraan pekerja

Sub Kegiatan

: 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Perselisihan yang Dicegah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.585.000,00

Sub Kegiatan

: 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.780.000,00

Sub Kegiatan

: 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi
dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

Indikator Keluaran

: Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.461.000,00

Sub Kegiatan

: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.200.000,00

Sub Kegiatan

: 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Indikator Keluaran

: Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 555.114.100,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 218.000.000,00

Bidang Urusan

: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

:2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Unit Organisasi

: 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Program

: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Indikator Hasil

: Persentase Perempuan Berdaya

Kegiatan

: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan

Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif

Sub Kegiatan

:2.08.02.2.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.560.000,00

Kegiatan : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi

Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Lembaga Perempuan yang Mengikuti Pendidikan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi

Sub Kegiatan

: 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik,

Hukum, Sosial dan Ekonomi

Indikator Keluaran

: Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka

peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 56.985.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan
bidang politik, hukum, sosial, ekonomi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.992.000,00
Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) yang Terfasilitasi

Sub Kegiatan

: 2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 672.722.172,00
Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Indikator Hasil

Kegiatan

: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Terlayani Tindak Lanjut Pengaduan dan Rujukan lanjutan yang Memerlukan Koordinasi dan
Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

: 2.08.03.2.02.0003 &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi
Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&

Indikator Keluaran

: Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Sub Kegiatan

: 2.08.03.2.02.0004 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan
Tingkataten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Sub Kegiatan

: 2.08.03.2.02.0005 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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- 0,00

Sub Kegiatan

: 2.08.03.2.02.0006 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Sub Kegiatan

: 2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat
Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Program

: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Indikator Hasil

: Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster | - IV

Kegiatan

: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ramah Anak

Sub Kegiatan

: 2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.074.033.000,00

Kegiatan : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Teredukasi Pemenuhan Hak Anak

Sub Kegiatan

: 2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang
mendapatkan pendampingan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.460.000,00
Program :2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
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Indikator Hasil

. Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V

Kegiatan

: 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Lembaga yang Terfasilitasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

Sub Kegiatan

: 2.08.07.2.01.0009 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

:Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.000.000,00
Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai SPIP DP3AP2KB
Nilai IKM DP3AP2KB
Nilai SAKIP DP3AP2KB

Kegiatan

: 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DP3AP2KB
Persentase ketersediaan data statistik sectoral DP3AP2KB

Sub Kegiatan

:2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.810.000,00

Sub Kegiatan

:2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.036.800,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.630.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.729.500,00
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Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.789.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.738.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.049.500,00
Kegiatan : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 5.066.707.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.483.700,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

572.100,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.000,00
Kegiatan : 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 825.000,00
Sub Kegiatan : 2.08.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

528.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00
Sub Kegiatan : 2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 528.000,00
Sub Kegiatan : 2.08.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 528.000,00
Kegiatan : 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Keluaran . Nilai Indeks Profesionalitas ASN DP3AP2KB
Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.080.000,00
Kegiatan : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DP3AP2KB
Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

41.031.930,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.305.000,00
Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.961.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.775.000,00
Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DP3AP2KB

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

Sub Kegiatan

:2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 16.135.964,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
Kegiatan : 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB

Sub Kegiatan

:2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.733.000,00

Sub Kegiatan

:2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.039.250,00

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.510.000,00

Organisasi :2.08.2.14.2.22.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Unit Organisasi

:2.08.2.14.2.22.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Program

: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Indikator Hasil

: Persentase Perempuan Berdaya

Kegiatan

: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif

Sub Kegiatan

: 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)
Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.404.000,00
Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Indikator Hasil

: Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Tertangani

Kegiatan

: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap
Perempuan

Sub Kegiatan

: 2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku
kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan
KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.690.000,00

Kegiatan : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mengikuti Pelatihan peningkatan kapasitas

Sub Kegiatan

: 2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.970.000,00
Program :2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Indikator Hasil

. Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V

Kegiatan

: 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Lembaga yang Terfasilitasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

Sub Kegiatan

: 2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku
kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan
KtA tingkatKab/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.524.900,00

Kegiatan : 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Terfasiltiasi

Sub Kegiatan

: 2.08.07.2.03.0013 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai
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Indikator Keluaran

: jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.960.000,00
Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai IKM DP3AP2KB
Nilai SAKIP DP3AP2KB
Nilai SPIP DP3AP2KB

Kegiatan

: 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DP3AP2KB

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.914.000,00
Kegiatan : 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.244.750,00
Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DP3AP2KB

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 711.996.000,00
Kegiatan : 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB

Sub Kegiatan

: 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 420.122.135,00

Organisasi

:2.08.2.14.2.22.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Unit Organisasi

:2.08.2.14.2.22.01.0001 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Program

: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Indikator Hasil

: Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani

Kegiatan

: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan

Sub Kegiatan

: 2.08.03.2.02.0003 &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi
Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&

Indikator Keluaran

: Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.03.2.02.0004 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan
Tingkataten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.720.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.03.2.02.0005 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.400.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.03.2.02.0006 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.015.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat
Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 131.721.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.830.000,00
Program 1 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Indikator Hasil

. Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V

Kegiatan

: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Jumlah Layanan bagi Anak Korban Kekerasan

Sub Kegiatan

: 2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

- Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat
Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.041.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.07.2.02.0009 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.000.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.07.2.02.0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan
Tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.911.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.07.2.02.0012 layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.480.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
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Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.996.256,00

Sub Kegiatan

: 2.08.07.2.02.0014 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi
Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

Sub Kegiatan

: 2.08.07.2.02.0015 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

- Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat
Kabupaten/Kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.650.000,00

Bidang Urusan

: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Organisasi

: 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Unit Organisasi

: 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Program

: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Angka Konsumsi Energi
Angka Kecukupan Energi Ketersediaan

Kegiatan

: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Indikator Keluaran

: Persentase aksesibilitas pangan masyarakat

Sub Kegiatan

:2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Indikator Keluaran

: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.590.100,00

Sub Kegiatan

:2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan

Indikator Keluaran

: Informasi Stok Pangan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.660.464,00

Sub Kegiatan

: 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
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Indikator Keluaran

: Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.219.360,00
Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase cadangan pangan pemerintah daerah

Sub Kegiatan

: 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.270.000,00

Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan

Gizi

Indikator Keluaran

: Persentase masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan

Sub Kegiatan

:2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

Indikator Keluaran

: Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.135.810,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 100.000.000,00

Sub Kegiatan

:2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal

Indikator Keluaran

: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.871.500,00
Program 1 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Indikator Hasil

: Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA)

Kegiatan

: 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Indikator Keluaran

: Jumlah wilayah rawan pangan prioritas 3

Sub Kegiatan

:2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Indikator Keluaran

: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 164.733.336,00

Program

: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Indikator Hasil

: Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman

Kegiatan

: 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Sub Kegiatan

: 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.547.540,00

Sub Kegiatan

: 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan

Indikator Keluaran

: Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.950.022,00

Sub Kegiatan

:2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.985.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00

Sub Kegiatan

: 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.190.000,00
Program :2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai SPIP Dinas Pertanian dan Pangan
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian dan Pangan
Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan

Kegiatan

: 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan
Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Kegiatan

:2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.965.000,00

Sub Kegiatan

:2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.215.000,00

Sub Kegiatan

:2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan

RKA-SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00

Sub Kegiatan

: 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.215.000,00

Sub Kegiatan

: 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan

DPA-SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.155.000,00

Sub Kegiatan

: 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.680.616,00
Sub Kegiatan :2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 860.000,00
Kegiatan : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Kegiatan :2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 8.923.030.250,00

Sub Kegiatan

:2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.825.900,00

Sub Kegiatan

:2.09.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 665.000,00

Sub Kegiatan

: 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.000,00

Sub Kegiatan

:2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 915.000,00

Sub Kegiatan

:2.09.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000,00
Kegiatan : 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

. Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Kegiatan

:2.09.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00
Sub Kegiatan :2.09.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00

Sub Kegiatan

: 2.09.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.630.000,00
Sub Kegiatan :2.09.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00
Kegiatan :2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Keluaran . Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00
Kegiatan :2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Pertanian dan Pangan
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Sub Kegiatan

:2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.773.300,00

Sub Kegiatan

: 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.607.046,00

Sub Kegiatan

: 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.813.000,00

Sub Kegiatan

: 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00

Sub Kegiatan

: 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.065.000,00
Kegiatan : 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Kegiatan

:2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.956.100,00
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Kegiatan

: 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Kegiatan

:2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00

Sub Kegiatan

:2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.703.184.830,00
Kegiatan : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Kegiatan

:2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.890.000,00

Sub Kegiatan

:2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.990.000,00

Sub Kegiatan

: 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.712.000,00

Sub Kegiatan

: 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 237.297.041,00

Bidang Urusan

: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Organisasi

:1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Unit Organisasi

:1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Program

: 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Indikator Hasil

: Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP

Kegiatan

:2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Permasalahan Pertanahan yang terfasilitasi

Sub Kegiatan

:2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.816.000,00

Program 1 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Indikator Hasil

: Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah

Kegiatan

: 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Pelepasan Hak atas Tanah

Sub Kegiatan

: 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.264.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.985.500.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.520.000,00
Program :2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG

Indikator Hasil

: Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot

Kegiatan

: 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

Indikator Keluaran

: Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot

Sub Kegiatan

:2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 571.883.000,00
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Program

:2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Indikator Hasil

: Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai Rekomendasi

Kegiatan

:2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang yang diterbitkan sesuai SOP

Sub Kegiatan

:2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.946.500,00
Program :2.10.11 null

Indikator Hasil

: Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP
Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Kegiatan

:2.10.11.5.01 null

Indikator Keluaran

: Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Sub Kegiatan

:2.10.11.5.01.0001 null

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan
Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.592.000,00

Sub Kegiatan

:2.10.11.5.01.0004 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.605.000,00
Kegiatan :2.10.11.5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Indikator Keluaran

: Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terfasilitasi
Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Yang Diterbikan sesuai SOP

Sub Kegiatan

:2.10.11.5.02.0001 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis ljin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.740.500,00

Sub Kegiatan

:2.10.11.5.02.0002 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan
Tanah Desa
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Indikator Keluaran

: Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah
Kadipaten dan Tanah Desa

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.252.000,00

Bidang Urusan

: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi

:2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit Organisasi

:2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Program

: 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Hasil

: Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup

Kegiatan

:2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

: 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.710.000,00
Kegiatan :2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Rerata penilaian pemantauan KLHS

Sub Kegiatan

:2.11.02.2.02.0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS

Indikator Keluaran

: Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.470.000,00

Program :2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Hasil

: Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku
Presentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup

Kegiatan

: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah sampel pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar dan ketentuan yang berlaku
Persentase inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca
Persentase parameter yang diuji di laboratorium

Sub Kegiatan

:2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.093.400,00

Sub Kegiatan

:2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
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Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.009.100,00
Kegiatan : 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase kebersihan sungai yang terpelihara
Persentase pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup

Sub Kegiatan

:2.11.03.2.03.0011 Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota

Indikator Keluaran

: luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.536.178.600,00

Sub Kegiatan

:2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota

Indikator Keluaran

: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.833.100,00
Program :2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Indikator Hasil

: Presentase Ruang Terbuka Hijau

Kegiatan

:2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Luasan tutupan vegetasi
Persentase RTHP yang dikelola dibanding RTHP kewenangan DLH

Sub Kegiatan

:2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Indikator Keluaran

: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.292.241.730,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.840.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.675.000.000,00

Sub Kegiatan

:2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Indikator Keluaran

: Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.763.144.200,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.039.844,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.347.000.000,00

Program :2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN

BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Indikator Hasil

: Persentase pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan
Limbah B3

Kegiatan

:2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen izin Penyimpananan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3

Sub Kegiatan

:2.11.05.2.01.0005 Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan
dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission)

Indikator Keluaran

: Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.650.500,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.700.000,00
Program :2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Indikator Hasil

: Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup
Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat
Kelayakan Operasi yang diterbitkan

Kegiatan

:2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat
Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang
Diberikan

Sub Kegiatan

:2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau lzin PPLH

Indikator Keluaran

: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang
Diberikan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.619.000,00

Sub Kegiatan

:2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan
yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Keluaran

: Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.086.000,00
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Program

:2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

Indikator Hasil

: Presentase kampung ProKlim
Presentase sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah adiwiyata
Persentase Bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler)

Kegiatan

:2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya
Terkait PPLH

Sub Kegiatan

:2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk
Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat

Indikator Keluaran

: Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas
dan kompetensinya terkait PPLH

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.920.652.500,00
Program :2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Indikator Hasil

: Persentase sampah yang terkurangi
Persentase sampah yang tertangani

Kegiatan

:2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah

Indikator Keluaran

: Tonase penanganan sampah
Tonase pengurangan sampah

Sub Kegiatan

:2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Indikator Keluaran

: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan
Sampah Berbasis Masyarakat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.020.366.250,00

Sub Kegiatan

:2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat,
Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan
Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.065.384.448,00

Sub Kegiatan

:2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.480.000,00

Sub Kegiatan

:2.11.11.2.01.0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana,
Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
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Indikator Keluaran

: Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan
Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.961.500,00

Sub Kegiatan

:2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana
penanganan sampah

Indikator Keluaran

: Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.079.823.625,00

Sub Kegiatan

:2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah
TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas
lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

Indikator Keluaran

: Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah
TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya
sesuai dengan peraturan perundangan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.474.491.980,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00

Sub Kegiatan

:2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau
TPA/TPST Regional

Indikator Keluaran

: jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST
Regional

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.047.867.909,00

Sub Kegiatan

:2.11.11.2.01.0030 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah

Indikator Keluaran

: Jumlah sampah yang terdaur ulang

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Program

:2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup
Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup
Nilai SPIP Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan

: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup
Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.335.300,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.819.000,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.941.500,00
Kegiatan :2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup
Sub Kegiatan :2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 17.779.396.800,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 545.000,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.000,00
Sub Kegiatan :2.11.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 790.000,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.000,00
Kegiatan :2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

22.653.600,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.279.351,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.040.000,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.025.500,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.950.000,00
Kegiatan :2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
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KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.450.000,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.389.212.052,00
Kegiatan :2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.824.000,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00
Organisasi :2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit Organisasi

:2.11.0.00.0.00.01.0001 UPT Laboratorium Lingkungan

Program

:2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Hasil

: Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku
Presentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup

Kegiatan

:2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase parameter yang diuji di laboratorium

Sub Kegiatan

:2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota

Indikator Keluaran

: Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 553.521.100,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 445.411.000,00
Organisasi :2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
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Unit Organisasi

:2.11.0.00.0.00.01.0002 UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan

Program

:2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup
Nilai SPIP Dinas Lingkungan Hidup
Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan

:2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.851.000,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.936.000,00
Kegiatan :2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.744.000,00
Kegiatan :2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.007.802,00

Sub Kegiatan

:2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

3.149.934.700,00

Bidang Urusan

: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Organisasi

:2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Unit Organisasi

:2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program

1 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Indikator Hasil

: Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Kegiatan

:2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator Keluaran

: Persentase layanan dokumen kependudukan sesuai standar pelayanan

Sub Kegiatan

:2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.125.000,00

Sub Kegiatan

1 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 712.308.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.085.500,00

Sub Kegiatan

:2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.642.000,00
Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Indikator Keluaran

: Persentase kehadiran peserta sosialisasi pendaftaran penduduk

Sub Kegiatan

:2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.464.000,00
Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Indikator Hasil

: Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Kegiatan

: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator Keluaran

: Persentase layanan dokumen pencatatan sipil sesuai standar pelayanan

Sub Kegiatan

:2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.218.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator Keluaran

: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 383.900.000,00
Kegiatan : 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Indikator Keluaran

: Persentase kehadiran peserta sosialisasi pencatatan sipil

Sub Kegiatan

:2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.935.000,00
Program :2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Indikator Hasil

: Rerata Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Kegiatan

:2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Indikator Keluaran

: Persentase jumlah OPD yang mendapatkan hak akses pemanfaatan data Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) Terpusat
Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kota

Sub Kegiatan

:2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.318.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.148.000,00
Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator Keluaran

: Persentase Jumlah Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SOP SMKI) yang

diterapkan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan
Persentase kehadiran peserta sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Sub Kegiatan

: 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.211.500,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 123.000.000,00

Sub Kegiatan

: 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.532.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00

Kegiatan

: 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator Keluaran

: Persentase jumlah peserta bimbingan teknis terkait pengelolaan SIAK dan aplikasi layanan administrasi

kependudukan

Sub Kegiatan

:2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaar

Data Kependudukan

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pendayagunaan Data Kependudukan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.054.000,00
Program :2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

. Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nilai SPIP Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Kegiatan

:2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00

Sub Kegiatan

: 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00

Sub Kegiatan

: 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.965.000,00
Sub Kegiatan :2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.000,00
Kegiatan :2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

. Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 5.035.954.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.000,00
Sub Kegiatan :2.12.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.000,00

Sub Kegiatan

: 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

275.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.000,00
Kegiatan : 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
Sub Kegiatan :2.12.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

: 2.12.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa 0,00

Sub Kegiatan

: 2.12.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00
Sub Kegiatan :2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.000,00
Sub Kegiatan :2.12.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Kegiatan :2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Keluaran . Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan :2.12.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
Kegiatan :2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.751.500,00
Sub Kegiatan :2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

75.432.500,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.617.500,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.720.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.820.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.000,00
Kegiatan :2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Indikator Keluaran

: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.2

BELANJA MODAL

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.687.500,00

Kegiatan

:2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.350.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.810.000,00
Kegiatan :2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran

: Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.940.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.142.500,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-24 09:43:49

Halaman 217



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.004.000,00

Sub Kegiatan

:2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.990.500,00

Bidang Urusan

: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Organisasi

:2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Unit Organisasi

: 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Program

: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Indikator Hasil

:ASFR 15 - 19 Tahun

Kegiatan

: 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Indikator Keluaran

: Persentase Lembaga yang Teredukasi Kependudukan

Sub Kegiatan

1 2.14.02.2.01.0027 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di
Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal

Indikator Keluaran

: Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di
Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.710.000,00

Sub Kegiatan

:2.14.02.2.01.0030 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis
Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan

Indikator Keluaran

: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model
Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.732.000,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 68.000.000,00
Kegiatan :2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran

: Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Data Informasi Keluarga

Sub Kegiatan

:2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Indikator Keluaran

: Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

18.252.000,00

Sub Kegiatan

:2.14.02.2.02.0026 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk

Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga
Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.525.000,00
Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Indikator Hasil

: Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP)

Kegiatan

: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Indikator Keluaran

: Persentase pasangan usia subur yang ingi